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Problematika Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi Pada lembaga-

Lembaga Pengelolaan wakaf) 

Rohana, 2022, Problematika Pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Studi Pada 

lembaga-Lembaga Wakaf). 

Abstrak 

 Wakaf merupakan sumber kekayaan umat Islam yang cukup berpotensi, 

berguna untuk kepentingan agama dan masyarakat, bila dikelola secara produktif 

dapat berkembang dan mensejahterakan kehidupan umat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui eksistensi lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, problema 

dalam pengeloaan wakaf serta solusi terhadap problema yang dihadapi. 

Menggunakan metode kualitas dengan pendekatan deskriptif, jenis data 

fenomenologi, diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Analisa data dilakukan secara sistematis, mengorganisir ke dalam 

katagori dengan menjabarkan ke dalam unit-unit untuk menyusun pola, dipelajari, 

dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan. 

 Hasil penelitian menujukkan, bahwa eksistensi lembaga pengelolan wakaf 

di Kota Langsa belum berjalan secara efektif sebagaimana harapan, karena belum 

dapat dikelola wakaf secara baik dan produktif, wakaf yang dikelola belum bisa 

meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf terdapat beberapa problem, 

yaitu: 1). Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, baik 

disebabkan oleh faktor internal masyarakat, seperti: masih kurang minat 

masyarakat terhadap wakaf, kurang motivasi, serta faktor individu dari masyarakat 

itu sendiri terhadap perkembangan wakaf, maupun faktor eksternal, pengaruh 

lingkungan, pendidikan  dan informasi terntang wakaf dalam masyarakat tidak 

berkembang secara baik. 2).Pendataan wakaf belum teratur, masih terdapat harta 

benda wakaf yang belum ada AIW dan sertifikat, serta ada harta wakaf yang beralih 

pihak  ketiga yang bukan haknya. 3). Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan 

belum profesional, harta wakaf belum berkembangan secara produktif untuk 

kemajuan masyarakat. 4). Manajemen pengelolaan masih tradisional, fungsi 

manajemen yang baik berlum berjalan. 5). Masih lemahnya pengawasan sehingga 

pengelolaan harta benda wakaf tidak dapat dipertanggung jawabkan secara 

akuntabelitas. Untuk mengatasi problema pengelolaan wakaf perlu peningkatan 

pemahaman masyarakat baik tentang wakaf, diantaranya melalui pendidikan dan 

sosialisasi. Dilakukan pendataan wakaf secara baik dan teratur. Upaya peningkatan 

kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelolaan wakaf. Pengelolaan 

wakaf dengan manajemen modern dan dilakukan pengawasan yang baik.  

Diharapkan kepada nadzir wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama, lembaga-lembaga 

pengelolan wakaf untuk dapat memahami secara baik undang-undang wakaf dan 

meningkatkan  pemahaman masyarakat tentang wakaf serta memberikan 

pembinaan nadzir wakaf. 

Kata Kunci: Problematika, Pengelolaan Wakaf, Lembaga wakaf. 



















xvi 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah 

memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita dalam menjalankan aktifitas 

sehari-hari. Selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad Saw. yang telah menunjuki kita kepada jalan kebenaran, 

menyelamatkan hidup di dunia dan menuju kesejahteraan di akhirat. Sudah 

merasakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri karena tesis ini telah dapat 

diselesaikan dengan baik, yang merupakan bagian dari persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana IAIN Langsa. 

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, mengalami beberapa kendala dan 

hambatan, namun setelah menerima berbagai bantuan, bimbingan, dan dukungan 

motifasi dari berbagai pihak, diantaranya dari pengelola Pascarasarjana, dosen, 

suami, keluarga, teman-teman dan dari semua pihak tidak mungkin disebutkan satu-

persatu, hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Kendati 

demikian, tanpa mengurangi nilai dan penghormatan, maka penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu: 

 

1. Persembahan do’a kepada almarhum Abah Zukifli Ismail dan Ibunda Siti 

Keumala, yang dengan semangat dan kegigihannya telah sampai 

membimbing, mendidik penulis sampai jenjang S1, sebagai cikap bakal, 

untuk beribadah, pengabdi, bekerja  dan melanjutkan kejenjang 

Pascasrajana (S2). 

2. Persembahan do’a kepada Ayah Mertua Ibrahim Ahmad dan Ibu Mertua 

Ramlah Ahmad, yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada 

penulis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh 

pendidikan sampai selesai tesis ini. 

3. Rektor, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, tenaga 

kependidikan dan seluruh sivitas akademika Pascasarjana IAIN Langsa, 

yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas dan proses pendidikan 

penulis hingga dapat diselesaikan semua beban akademik. 



xvii 

 

4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA. dan Bapak Dr. Junaidi, M. Ed., selaku 

pembimbing pertama dan pembimbing kedua telah menyisihkan waktu 

untuk berkonsultasi, membimbing, mengarahkan dan memeberikan saran-

saran kepada penulis sampai dapat diselesaikan tesis ini dengan baik. 

5. Kepada Abangda Dr. H. Basri, MA., selaku suami tercinta, dengan 

kesetiaan dan ketulusan hati turut mendampingi, memberikan motivasi, 

mendiskusikan berbagai persolan dalam pendidikan, sehingga dapat 

menambahkan semangat,  kegigihan dan keseriusan penulis  dalam 

menyelesaikn pendidikan pada PPS IAIN Langsa. 

6. Ananda Dhiaurrahmah, Muhammad Naufal, Annisaturrahmah, dan 

Nauraturrahmah, dengan cara tersendiri telah memberikan gairah, 

semangat, kebahagiaan, dan kesungguhan untuk menyelesaikan pendidikan 

pada waktu yang ditentukan. 

7. Kepada semua Kakanda, adinda dan seluruh ahli famili yang ikut memberi 

andil kepada penulis menurut pola, gaya serta karakter  mereka masing-

masing untuk menumbuhkan keyakinan yang semakin tinggi terhadap 

kesuksesan pendidikan penulis. 

8. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, Ketua Baitul Mal 

Kota Langsa, Ketua BWI Kota Langsa, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Langsa Lama, kepada para informen, kepada teman-teman dan 

semua pihak yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada 

penulis dalam menempuh pendidikan sampai dengan selesai. 

 

Atas segala sumbangsih, bantuan dan perhatian tersebut baik moril maupun 

materil, penulis serahkan kepada Allah seraya berdo’a semoga menjadi amal 

kebaikan di hari kemudian nanti. Penulis sangat menyadari, pembahasan tesis ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, hal ini disamping keterbatasan data 

yang diperoleh, waktu yang tersedia, juga keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. 

Untuk itu saran dan perbaikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun 



xviii 

 

dengan hati yang iklas dan dada yang lapang selalu dinantikan demi melengkapi 

dan kesempurnaan tulisan ilmiah dalam bentuk tesis ini untuk masa akan datang. 

Demikian, dengan segenap upaya yang telah dilakukan. Tidak ada daya 

yang lain selain upaya melanjutkan persembahan diri kepada Allah Swt. dan 

menyerahkan kepada sidang pembaca, atas segala kekurangan yang terkandung di 

dalamnya, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dalam memberikan sumbangan 

pemikiran untuk membangun khazanah keilmuan dalam bidang wakaf. Akhirnya 

kepada Allah jualah mohon petunjuk, karena dengan hidayah-Nya, kebenaran itu 

dapat ditemukan. Semoga tesis ini dapat berguna dalam mengemban tugas 

kekhalifahan di muka bumi ini, Aamiin. 

 

     Langsa,      Agustus 2022 

     Penulis, 

 

     Rohana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .........................................................................  i 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN  ........................................  ii    

HALAMAN PERSETUJUAN  DIREKTUR  ..................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI   .............................  iv 

NOTA DINAS PEMBIMBING   .......................................................  v 

ABSTRAK   ........................................................................................  vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI   .....................................................  ix 

KATA PENGANTAR   ......................................................................  xvi 

DAFTAR ISI   .....................................................................................  xix 

DAFTAR TABEL   ............................................................................  xxi 

BAB I    : PENDAHULUAN .............................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ...............................................  1 

B. Rumusan Masalah ........................................................  6 

C. Pembatasan Masalah ....................................................         6 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................  6   

E. Kerangka Teori ............................................................  7 

F. Metode Penelitian.........................................................  12 

BAB II    : LANDASAN TEORI .......................................................  20 

A. Pengertian Wakaf  ........................................................  20 

B. Dasar Hukum Wakaf ....................................................  23 

C. Rukun dan Syarat Wakaf .............................................  29 

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf ............................................  33 

E. Pengelolaan Wakaf ......................................................  35 

F. Penelitian yang Relevan ...............................................  29 

BAB III   :  PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA ......   43 

A. Baitul Mal ....................................................................  43 

B. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ....................................  51 

C. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa ...................  58 

 

 



xx 

 

BAB IV   : PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF  

DI KOTA LANGSA ........................................................  69 

A. Rendahnya Pemahaman Masyarakat............................  69 

B. Pendataan Objek Wakaf yang Belum Baik ..................  74 

C. Rendahnya Kualitas SDM Pengelola ...........................  77 

D. Manajemen Belum Profesional  ...................................  78  

E. Lemahnya Sistem Pengawasan ....................................  80 

BAB  V   : ANALISIS SOLUSI TERHADAP  PROBLEMA 

PENGELOLAAN WAKAF ............................................  83 

A. Peningkatan Pemahaman Wakaf Bagi Masyarakat......  83 

B. Pendataan Objek dan Tata Kelola Wakaf yang 

Profesional ...................................................................  86 

C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas .........  89 

D. Pengelolaan dengan Manajemen Modern ....................  91 

E. Pengawasan yang Baik .................................................  95 

BAB VI    : PENUTUP .......................................................................  98 

A. Kesimpulan ..................................................................   98 

B. Saran-Saran ..................................................................   98 

DAFTAR KEPUSTAKAAN .............................................................  99 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

No.                   Hal. 

 

1. Tabel 3.1 Problematika pengelolaan wakaf pada Baitul Mal  

    Kota Langsa ................................................................  50 

 

2. Tabel 3.2 Problematika pengelolaan wakaf pada BWI 

    Kota Langsa ................................................................  57 

 

3. Tabel 3.3 Data tanah wakaf Kota Langsa yang memiliki 

    Sertifikat tahun 2021 ...................................................  65 

 

4. Tabel 3.4  Data tanah wakaf Kota Langsa yang belum 

    Sertifikat tahun 2021 ...................................................  66 

 

5. Tabel 3.5 Problematika pengelolaan tanah wakaf pada 

    Kemenag Kota Langsa ................................................  67 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan dan lahir ke dunia ini  dengan tujuan untuk 

mengabdikan dirinya kepada  Khaliq yaitu Allah Swt. Keseluruhan aktifitas yang 

dilakukan manusia, baik sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, 

maupun aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sebagai kesatuan 

makhluk pada umumnya dalam pengabdian diri kepada Khaliq. Implementasikan 

ibadah yang dipraktekkan dan dimanifestasikan dalam kehiduapn sehari-hari 

adalah bentuk pengabdian yang dilakukan dengan potensi diri manusia beserta 

segala apa yang dimilikinya. Dalam agama Islam berbagai bentuk ibadah dapat 

dilaksanakan oleh manusia dalam mengabdi diri kepada Allah Swt. baik dalam 

bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga dalam bentuk 

pengabdian harta berupa pengorbanan harta yang kita miliki, seperti harta benda, 

ilmu pengetahuan, zakat, shadaqah, mengajar atau memberi ilmu disamping ada 

juga secara bersama, badan dan harta, seperti puasa dan haji. Diantara ibadah 

dalam bentuk pengorbanan harta adalah menyerahkan sejumlah harta kekayaan 

yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan 

keagamaan yang telah diatur oleh syari’at Islam adalah wakaf. Dalam perundang 

undangan Indonesia, dan seterusnya disebut wakaf.1 

Pengelolaan harta wakaf yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat karena memiliki sumber harta kekayaan umat Islam yang kuat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Kedudukan wakaf dalam Islam merupakan pekerja 

mulia yang besar pahala di sisi Allah Swt. Wakaf termasuk amalan utama yang 

sangat dianjurkan dalam Islam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada 

masa awal-awal Islam wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannnya karena 

kecintaan beliau kepada orang-orang fakir, miskin dan kepada orang yang 

 

1Usman Suparaman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II, (Jakarta; Darul Ulum Press, 1999), 

h. 2. 
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membutuhkannya. Dalam perkembangan sekarang diantara banyak perolehan atau 

peralihan hak dari milik tertentu kepada kepentingan umum (agama) yang dikenal 

dalam hukum Islam, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara 

khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam 

hal ini berbentuk peraturan pemerintah. Dengan demikian wakaf merupakan salah 

satu lembaga Islam yang mengelola harta untuk kepentingan agama dan secara 

konkrit diatur pengelolaanya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena 

itu sangat penting dan  menarik untuk menelaah lebih lanjut dengan coba 

menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.2     

  Dalam Islam wakaf terdapat perbedaan dengan sedekah biasa, sekalipun 

sama-sama menyerahkan harta kejalan agama, karena wakaf memberi manfaat 

dan ganjaran yang besar kepada sipewakaf. Karena konsep jariyah dengan pahala 

yang terus mengalir selama masih memberikan manfaat dalam kegunaannya. 

Selain itu, wakaf juga memberi manfaat kepada masyarakat untuk mencapai 

kemajuan. Secara historis telah terbukti, wakaf memberikan kontribusi terhadap 

umat Islam, dengan wakaf umat Islam dapat maju, bahkan sampai beberapa 

dekade setelahnya hasil wakaf masih memberikan manfaat. Manfaat wakaf yang 

sudah lama dilaksanakan tapi masih dapat dirasakan sekarang diantaranya 

Universitas al-Azhar, Masjid al-Nabawi, dan banyak lembaga-lembaga lain dari 

wakaf yang tetap masih memberikan manfaat. Jika kesadaran orang-orang dahulu 

menginspirasi sekarang dalam mewakafkan hartanya, berarti mereka membuka 

peluang dan jalan untuk kemajuan Islam. Hal ini semakin memperlihat bahwa 

wakaf dapat memfasilitasi semua jalan untuk mencapai kemajuan Islam.3 

Dalam kajian fiqh, wakaf mempunyai dua makna penting, yaitu pertama 

Wakaf dapat diposisikan sebagai amal jariyah setelah harta yang wakafkan dapat 

dijadikan aset publik dan dipastikan untuk tujuan kemashlatan umat. Sedangkan 

yang kedua wakaf tidak bernilai amal jariyah sampai pemanfataannya secara 

produktif dapat berkembang dan bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok 

wakaf. A. Mannan menjelaskan bahwa persoalan yang esensial wakaf adalah 

 

2Ghazali Abdul Rahman, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 176. 
3Ibid., h. 181. 
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keputusan untuk tidak menggunakan aset yang telah diwakafkan agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan permanen untuk kesejahteraan masyarakat luas.4 

Sistem perwakafan terus saja dilaksanakan oleh negara-negara Islam, 

termasuk juga Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di 

negara-negara Islam diterima untuk menjadi bagian dari hukum adat bangsa 

Indonesia. Apalagi di Indonesia banyak sumber daya wakaf, baik wakaf benda 

bergerak atau tidak bergerak. Di negara- negara Islam lainnya, wakaf mendapat 

perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial, yang mampu 

memberikan manfaat kepada masyarakat umum. wakaf akan terus mengalami 

perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan 

zaman,Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf.5 

Eksistensi wakaf juga terbukti banyak membantu pengembangan ilmu 

pengetahuan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan. 

Dalam bidang kesehatan, wakaf tidak hanya memfasilitas penyediaan obat-obatan 

kepada manusia, tetapi juga untuk hewan. Memang wakaf tidak langsung 

menyediakan obat-obatan, namun dari hasil pengelolaan aset wakaf dapat 

digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa dan rumah sakit untuk melakukan 

penelitian terhadap penyakit atau kebutuhan obat tertentu. Misalnya, Universitas 

al- Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. bahkan 

pada abad keempat hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul Turki 

dananya berasal dari pengelolaan aset wakaf. di Spanyol, fasilitas rumah sakit 

yang melayani baik muslim atau non muslim, juga berasal dari aset wakaf.6 

Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan 

sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang 

hukumnya sunah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa 

negara misalnya, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Emirat Arab, dan 

 

4Budi Utomo Setiawan, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), h. 148. 
5Direktur Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat 

Pemberdayaan wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 15. 
6M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, (Depok, Ciber Dengan PKTTI UI), h. 12. 
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lain-lain. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen 

yang baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan bagi pihak-pihak yang 

memerlukannya. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara 

produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pihak- 

pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari 

segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi 

dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi 

dengan wakaf yang dikelola secara produktif maka wakaf sebagai salah satu 

sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak akan 

dapat terealisasi secara optimal. Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan 

ekonomi umat perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf.7 

Begitu pentingnya wakaf untuk memberdayakan masyarakat maka 

undang-undang wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif 

sangat diperlukan. Dalam undang-undang wakaf tersebut sudah dimasukkan 

rumusan konsepsi fikih wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda 

yang diwakafkan, peruntukan wakaf, sighat wakaf baik untuk benda tidak 

bergerak maupun benda bergerak seperti uang dan saham. Kewajiban dan hak 

nadzhir wakaf dan lain-ain yang menunjang pengelolaan wakaf produktif. Benda 

wakaf yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf itu tidak hanya dibatasi 

pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda- benda bergerak lainnya yang 

tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam rangka pengelolaan dan 

pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan nadzir. Untuk itu di dalam 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diamanatkan perlunya 

dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf 

Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf akuntabilitas. 

Melihat berbagai pernyataan diatas, jelas bahwa kita telah banyak 

ketinggalan dalam hal pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, ini adalah merupakan 

 

7Mahfud Rois, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 171. 
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pekerjaan besar yang harus segera ditangani oleh semua pihak. Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian  Agama perlu segera menata kelembagaan dan perundang- 

undangan wakaf ini. Para cendikiawan muslim dan para ulama perlu segera 

melakukan aksi-aksi yang bisa mendorong wacana mengenai wakaf ini lebih 

bergema sehingga nantinya mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. 

Kesadaran masyarakat untuk melakukan wakaf, yang sebenarnya dahulu telah 

menjadi tradisi dari nenek moyang kita, Perlu dihidupkan kembali melalui 

berbagai himbauan, ajakan, seminar, studi, dan sebagainya. 8 

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas 

tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: 

jual beli, tukar menukar, hibah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, ihyaul mawat 

(membuka tanah baru). Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang 

dikenal dalam hukum tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan 

secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

dalam hal ini berbentuk peraturan pemerintah.dengan demikian wakaf merupakan 

salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit 

dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena itu sangat menarik untuk 

menelaah masalah ini lebih lanjut dengan coba menelusuri lembaga-lembaga 

pengelolaan wakaf dalam pengelolan wakaf yang sangat berperan dalam 

pemberdayaan wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan 

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 

Dalam konteks Kota Langsa sebagai daerah yang menyelenggarakan 

syariat Islam tentu kesadaran masyarakat untuk mewakafkan hartanya masih dapat 

dikategorikan banyak. Masih ada di tiap-tiap kampung yang bersedia mewakafkan 

hartanya untuk masjid maupun lembaga pendidikan. Hal ini tentunya akan 

membutuhkan penanganan serius dari pemerintah Kota Langsa dalam 

pengelolaannya. Dari gambaran peran, fungsi dan aktifitas yang terlihat pada 

lembaga-lembaga pengelolan wakaf di Kota Langsa belum maksimal dalam 

pengelolaan wakaf. Fungsi wakaf untuk mensejahterakan umat tidak tercapai, 

 

8Ibid., h. 173. 
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wakaf hanya dipahami sebatas kepemilikan masjid dan lembaga pendidikan. 

Bahkan di kalangan masyarakat Langsa sering memahami wakaf secara kaku. 

Misalnya, kasus disalah satu kampung Kota Langsa, masyarakat masih 

mempertahankan bangunan masjid di tanah wakaf, padahal pembangunan masjid 

sudah dipindahkan ke lokasi lainnya.9 Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis 

yang berjudul: “Bagaimana Problematika Pengelolaan Harta Wakaf di Kota 

Langsa (Studi pada lembaga-Lembaga pengelolaan wakaf”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf  di Kota Langsa? 

2. Bagaimana problema dalam pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa? 

3. Bagaimana solusi terhadap problema Pengelolaan harta wakaf di Kota 

Langsa? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian tesis ini merupakan penelitian lapangan yang fokus menelaah 

tentang lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa.  Judul yang 

diangkat dalam tesis untuk mendekati penelitian dari aspek problema yang 

dihadapi serta solusi terhadap problema dimaksud. Agar kajian ini tidak meluas 

pada berbagai lembaga pengelaloaan wakaf, maka perlu membatasi agar arah 

lebih fokus kepada tiga lembaga pengelola wakaf sebagai sasaran penelitian yaitu 

Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa dan 

Kementerian Agama Kota Langsa.    

D. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

Tujuan merupakan sasaran kongkrit yang akan dicapai, untuk itu dalam 

pelaksanaan penelitian  ini perlu dijelaskan tujuan yang ingin dicapai yang 

dinyatakan secara tepat, jelas dan tegas, sehingga menjadi semakin terarah dalam 

 

9 Observasi tentang Fenomena Pewakafan tanah Masjid 
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melakukan penelitian yang akan memberikan jawaban kongkrit terhadap isu yang 

dijadikan masalah penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf pada lembaga wakaf di Kota 

Langsa. 

b. Untuk mengetahui problema lembaga pengelolaan wakaf Kota Langsa. 

c. Untuk mengetahui solusi terhadap problema dalam pengelolaan wakaf di 

Kota Langsa. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Dapat dijadikan bahan bacaan atau sebagai penambah pengetahuan tentang 

wakaf dan problema pengelolaan yang dihadapi oleh lembaga pengelolaan wakaf, 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi penelitian 

selanjutnya, terutama yang mengkaji topik yang sama serta menjadi 

perbendaharaan bagi lembaga pengelolaan wakaf dalam mencari solusi dan 

alternatif pemecahan masalah-masalah pengelolan wakaf selama ini. 

E. Kerangka Teori 

Pola wakaf di Indonesia sejak dari masa-masa awal sampai era sekarang 

adalah wakaf yang bertujuan dan berorientasi kepada pemahaman wakaf yang 

menempatkan sebagai ajaran Islam murni dalam pengertian sebagai ibadah 

semata, tanpa makna sosial dan ekonomi, pada dasarnya bisa juga digunakan 

dalam tatanan sosial, pengelolaan harta wakaf secara efektif dan produktif dengan 

tujuan mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk berbagai 

bentuk kepentingan masyarakat banyak.10  Wakaf menurut bahasa mempunyai arti 

menahan untuk berbuat, membelanjakan. Istilah wakaf dari bahasa Arab, yaitu 

dari kata “waqaftu, kadzaa” dan artinya adalah aku menahan, selanjutnya kalimat 

auqaftuhu (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi, 

 

10 Farid Wadjdy  dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir 

Terlupakan), c. I, (Yogyakarta: Pustaa Pelajar, 2007), h. 174. 
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yang digunakan oleh orang-orang awam saja.11  Dalam terminology hukum Islam, 

kata wakaf sering diartikan sebagai suatu tindakan penahanan dari pengunaan dan 

penyerahan harta kekayaan seseorang untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk 

tujuan amal. Sedangkan definisi wakaf menurut bahasa adalah menahan harta dan 

memanfaatkan hasilnya di jalan Allah dengan maksud amal kebajikan sesuai 

dengan tujuan wakaf, harta setelah dijadikan wakaf  hanya untuk keperluan agama 

semata.12 Pemaknaan Wakaf menutut Imam Nawawi mengartikan wakaf secara 

etimologis dengan al habs (menahan) dan secara terminologis “memelihara 

kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan 

pengelolaannya kepada pihak yang berwenang”.13 Pengertian wakaf sebagaimana 

dimaksud memberi pemahaman kepada harta wakaf benda tidak bergerak yang 

banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, 

wakaf didefinisikan dengan “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.14 

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 

1977 memperlihatkan tiga hal yaitu : Wakif atau pihak yang mewakafkan secara 

perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan; 

Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik 

yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, 

yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukan bahwa 

benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan 

atau badan hukum menjadi milik umum dan;Tanah wakaf digunakan untuk 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, 

 

11 Wahbah, Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., jilid 4, 

(Depok: Gema Insani, 2017). h. 269. 
12 Dini Handayani, Pengelolaan Wakaf Uang  di Indonesia, (Banten: Dinas Pendidikan Propins 

Banten, 2011). h. 23. 
13Muhammad Azam Abdul Azis, Fuqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Cet. II, (Jakarta: 

Amzah, 2014), h. 395. 
14Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., UU RI. No. 41 Tahun 

2004, Tentang Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004), h. 3. 
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Pengertian ini sesuai dengan pendapat Adijani Al-Alabij mengatakan, wakaf 

adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatkan tanpa menghabiskan dan 

merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.15 Dengan demikian 

wakaf merupakan penyerahan suatu hak milik yang dapat bertahan lama zat harta 

benda tersebut kepada nadzir sebagai pemelihara (pengurus wakaf) atau kepada 

lembaga sebagai Badan pengelolaan Wakaf untuk dikelola yang hasil atau 

manfaatnya digunakan untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum. 

Kebijakan wakaf di Indonesia diatur dalam aspek hukum yaitu Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana produk wakaf merupakan 

kebijakan pasti dan kepercayaan publik serta dilindungi atas aset masyarakat. 

Pentingnya undang-undang ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. 

Pranata keagamaan ini memiliki potensi dan manfaat yang sangat besar untuk 

tujuan kepentinan agama dan kesejahteraan umat, maka perlu dikelola secara 

efektif dan efesien. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut menjadi 

Dasar Hukum perwakafan di Indonesia. Sementara ketentuan pelaksanaannya 

diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait serta ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau 

badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Definisi wakaf yang 

terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan 

atau wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang 

Perwakafan tanah milik, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah 

dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam, pihak wakif  atau yang mewakafkan bisa tiga yaitu perorangan, sekelompok 

orang dan badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf, dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali ada izin tertulis 

dari Badan Wakaf Indonesia. 

 

15 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam teori dan Praktek. (Jakarta:  Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 25. 
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Undang-undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat(1) 

menyebutkan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.“Pengertian 

yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf 

menjelaskan harta benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar 

dapat dikelola untuk pemanfatan sesuai degan tujuan wakaf.  Perjalanan panjang 

munculnya wakaf benda bergerak dalam perundang-undangan di Indonesia 

sebagai indikasi adanya perubahan kebudayaan dari aspek pemikiran dan 

pemahaman konsep wakaf serta implementasinya, untuk itu pengelolaan wakaf 

dilakukan dengan baik dan profesional dengan mempertingkan azas-azas, yaitu: 

1. Azas keberlansungan manfaat. 

Dalam pengelolaan wakaf mengarahkan kepada keberlansungan manfaat 

bagi umat, secara substansi harta wakaf tidak semata-mata pada pemeliharaan 

benda wakaf, memelihara dan menyelengarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan 

perwakafan tersebut.16 Pengelolaan harta wakaf akan lebih penting manfaat dari 

pada benda tersebut secara keberlanjutan untuk kepetingan agama, pendidikan dan 

masyarakat secara umum. Wakaf membuka peluang untuk menciptakan investasi 

dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.17  

2. Azas pertanggungjawaban. 

Dalam pengelolaan wakaf bentuk dari pertanggungjawaban adalah dapat 

mengelolan secara baik dan sungguh-sungguh, baik pertanggungjawaban kepada 

Allah Swt., tanggung jawab kelembagaan, tangung jawab dengan ketentuan yang 

berlaku serta tangung jawab moral kepada masyarakat, pengelolaan dengan 

 

16 Abdul Ghofur Ansari, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 

2005), h. 35. 
17 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 5. 
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sebuah proses dan memotivasi agar semua dapat dijalankan dan tanggung jawab 

dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.18 

3. Azas profesional manajemen. 

Manajemen perwakafan sangat urgen dalam pengelolaa wakaf dan posisi 

mendasar akan menentukan benda wakaf tersebut kepada tujuan dan manfaatnya, 

maka profesional manajemen pengelolaan wakaf, mengikuti sifat-sifat yang ada 

pada Nabi Muhammad Saw., yaitu: Amanah, shiddiq, fathanah dan tabligh. Pada 

dasarnya wakaf menurut hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki 

aspek prosedur dan admintrasi.19 Pengelolan dimaksud merupakan unsur 

profesional dan manajemen wakaf, pengelolaan dengan profesional penting untuk 

mencapai tujuan dan manfaat wakaf yang maksimal, sesuai dengan ajaran Islam, 

profesional manajemen memiliki standar operasional dengan lima fungsi utama 

manajemen operasional yaitu proses, kapasitas, sediaan (inventory), tenaga kerja 

dan mutu.20 

4. Azas keadilan sosial. 

Keadilan merupakan legalitas agama dalam menjalankan amanah, 

penegakan keadilan dalam Islam merupakan hal yang mendasar dan menjadi 

prioritas utama bagi masyarakat, maka dalam pengelolaan wakaf diperlukan 

keadilan dalam bentuk mendermakan harta untuk kebaikan masyarakat. Diantara 

aspek sosial juga penting dalam pemanfaatan wakaf adalah diberikan kepada 

orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.21 Dalam konteks keadilan 

wakaf dapat berfungsi sosial dan pemberdayaan yang produktif dengan pola 

manajemen wakaf yang terintegratif, atas kesejahteraan nadzir serta transformasi 

dan tanggung jawab.22 Hal tersebut mendorong ikatan sosial yang bermoral tinggi 

dalam masyarakat melalui lembaga pengelolaan wakaf yang baik. 

 

18 Farid Wadjdy dan  Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir 

TerupakanI), c. I, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), h. 177. 
19 Nur Fadhilah, “Wakaf dalam Perspektif Hukum  Islam dan Hukum  Positif”,  Ahkam Jurnal 

Hukum Islam, Vol. 10, No, 1, Juli 2005, h. 1. 
20 Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam, Paradigma baru, h. 108. 
21 Agustiano, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat, (jakarta: Niriah, 2008), h. 77. 
22 Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 35. 
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Undang-undang perwakafan bertujuan agar wakaf dapat dikelola secara 

produktif, karena wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat 

tinggi. Pengelolaan yang efektif dan efesien untuk membangun partisipasi 

masyarakat terhadap wakaf dan mendorong pengelola wakaf baik nadzir maupun 

lembaga pengelolaan wakaf secara produktif, amanah, profesional dan transparan 

sehingga terwujud pemberdayaan umat Islam melalui pengembangan harta wakaf 

dengan pengelolan yang baik. Menurut Saefuddin, ada lima prinsip pengelolan 

yang baik harus dijalankan untuk mendapatkan manfaat dan kemajuan dari 

pengeloaan dimaksud, yaitu: Transparansy, Accountability, Responsibility, 

Indepandensy, dan Fairness.23 Pengelolaan wakaf dalam upaya memberdayaan 

dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf, serta mensejahterakan umat, nadzir 

dan badan pengelola harta wakaf  harus dapat menjalankan prinsip-prinsip 

tersebut secara baik.  

F. Metode Penelitian 

1. PendekatanPenelitian 

Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari 

fakta dan prinsip- prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdik untuk 

menetapkan sesuatu. Banyak para ilmuwan terkemuka yang memberikan 

tanggapan tentang definisi penelitian, diantaranya:24 Hillway (1956) dalam 

bukunya introduction to research mengatakan, bahwa penelitian tidak lain dari 

suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati- hati 

dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat 

terhadap permasalahan tersebut.Whitney (1960) dalam bukunya The Element of 

Research menyatakan, disamping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik 

harus dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Jhon (1949) 

penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk 

menentukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Dewey 

(1935) penelitian adalah transformasi yang terkendalikan atau terarah dari situasi 

 

23 Saefuddin, Prinsip Good Corparate Governance, (BPKP: Dalam Pengembangan  GCG). 
24Arfa faisal Ananda Marpaung Watni, Metodologi penelitian Hukum Islam, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2016), h. 12. 
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yang dikenal dalam kenyataan dan hubungannya, seperti mengubah unsur dari 

situasi orisinal menjadi suatu keseluruhan yang bersatupadu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 

diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif 

dalam rangka mengetahui Problema Pengelolaan Wakaf pada lembaga 

Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa. Menurut Bogdan dan Taylor metode 

kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan pelaku yang dapat diamati.25 

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain 

dalam masyarakat.  

2. Jenis dan sumber data 

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode 

penelitian ini agar tidak menimbulkan kerancuan, metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah,26 dengan teknik pengumpulan data yang ada penulis berusaha menggali 

data-data mengenai Problematika Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Pengelolaan 

Wakaf di Kota Langsa. Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui 

pihak yang disebut sumber primer. Dan data yang dikumpulkan oleh peneliti 

melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut sumber skunder, yaitu data yang 

diperoleh melalui wawancara kepada pihak lain tentang objek dan subjek yang 

diteliti, dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang 

diteliti.  Dari kedua sumber data tersebut,  tentu saja sumber data primer lebih 

dapat dipertanggungjawabkan dari pada data yang didapat melalui sumber 

skunder.27 Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat di 

 

25Meoleong, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5. 
26Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 1. 
27Usman Husaini dan Setyadu Akbar Purnomo, Pengatar Statistik Edisi II, (Jakarta: Bumi 

Akasara, 2012), h. 20. 
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peroleh jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data skunder.28 

a. Data primer 

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah data-data yang didapatkan 

pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, 

Badan Wakaf Indonesia Kota Langsa dan Kementerian Agama Kota Langsa, baik 

yang didapatlan melalui observasi, wawancara dengan pengurus Badan 

Pengelolaan Waaf dan nadzir, studi dokumentasi serta beberapa buku- buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun buku yang digunakan yaitu 

buku-buku tentang wakaf dan sistem pengelolaan wakaf serta pedoman 

pengelolaan yang digunakan Badan pengelolaan Wakaf Kota langsa 

b. Data skunder 

Data skunder merupakan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian 

dan telah terdokumentasikan. Data-data tersebut di peroleh dari studi pustaka, 

baik dari lembaran resmi pemerintah, catatan, media masa, maupun dokomen- 

dokumen lain di lokasi penelitian yang dapat membantu dan mendukung 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Secara Fungsional kegunaan instrummen penelitian adalah untuk 

meperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah 

pengumpulan informasi dilapangan.29 Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara. 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya  

langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui 

persoalan dari objek yang diteliti. Alat-alat yang digunakan penulis dalam 

 

28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik), Yoqyakarta, Rineka 

Cipta, 1998), h. 144. 
29Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompentesni dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 75. 
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wawancara adalah buku catatan, laptop dan kamera karena penulis  menggunakan 

wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan 

mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana kesemuanya 

telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang 

digunakan adalah semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan responden yang 

telah ditetapkan berjumlah 8 (delapan) orang dengan rician sebagi berikut, yaitu: 

Pengurus Baitul Mal Kota Langsa 2 (dua) orang, Pengurus BWI Kota Langsa 1 

(satu) orang, Kementerian Agama Kota Langsa 2 (dua) orang, Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 2 orang dan Nadzir Wakaf  1 (satu) orang. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun 

dan melihat langsung kelapangan untuk mengamati terhadap objek yang diteliti, 

yaitu : harta benda wakaf, Lembaga Pengelolaan Wakaf, Kantor PPAIW, dan 

sekretariatan nadzir wakaf. 

c. Dokumentasi 

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Nasution menyatakan bahwa dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan 

cara mengali atau mengambil data- data dari catatan, dokumentasi, administrasi 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh 

melalui dokumen-dokumen atau arsip- arsip dari lembaga pengelolaan wakaf, 

Kantor PPAIW dan Sekretariat Nadzir Wakaf. Renier menjelaskan istilah 

dokumen dalam tiga pengertian (1) dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua 

sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; (2) dalam arti sempit, yaitu 

yang meliputi semua sumber tertulis saja; (3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang 

meliputi surat-surat resmi dan surat- surat negara, seperti surat perjanjian, undang- 

undang, konsesi, hibah dan sebagainya.30 Dokumentasi dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

 

30Gunawan Imam, Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Akasara, 2015), 

h. 175. 
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dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam tesis ini, penulis 

mengumpulkan data mengenai jumlah harta atau barang wakaf atau hal yang 

bersangkutan dengan wakaf di  Kota Langsa. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang ingin 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

atau orang lain. Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam 

penelitian. Analisis data dimulai dengan menelaah data yang terkumpul, baik yang 

berasal dari sumber primer, maupun skunder. Analisa data adalah pencarian atau 

pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari 

sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan 

hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinnya, semua analisis data kualitatif 

akan mencakup penelusuran data, melalui catatan catatan (pengamatan lapangan) 

untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Analisis data 

mencakup kegiatan dengan data mengorganisasikannya, memilih, dan 

mengaturnya kedalam unit-unit, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dipaparkan kepada orang lain 

(pembaca laporan penelitian).31 

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur 

fenomena, Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang 

mencari usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada tema 

dan ide itu.32 Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil 

penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis 

 

31Ibid., h. 210. 
32Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Gp. Pres, 

2008), h. 254. 
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adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data 

yang diperlukan telah terkumpul selanjutnya penulis akan menganalisa data-data 

tersebut dan menyusun dengan menggunakan metode komperatif, yaitu cara 

membandingkan antara dua data yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat 

yang logis, tepat dan kuat untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam 

menetapkan masalah yang dibahas. 

5. Uji Keterpercayaan Data (Trusthworthiness) 

Untuk menetapkan keabsahan (trusth worthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan 

(credibilitas), Keteralihan (transferability), kebergantungan ( dependability), dan 

kepastian ( confirmability). 

a. Kepercayaan ( credibility) 

Penerapan kepercayaan ( credibility) pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari non kualitatif. Uji kepercayaan ini berfungsi: pertama, 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil- 

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti. 

b. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep 

validitasi dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang 

sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif 

mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada 

kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. untuk melakukan pengalihan 

tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris 

tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk 



 

 

18 

 

menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang 

pengalihan data tersebut. 

c. Kebergantungan (dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi 

proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan terhadap penelitian. Untuk itu 

pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan 

masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis 

data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat 

ditunjukkan oleh peneliti.  

d. Kepastian(Konfirmability) 

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji 

obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip 

dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitan tersebut telah memenuhi standar 

konfirmability. 

e. Tringulasi Data 

Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber yakni 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Adapun tujuan triangulasi data bukan untuk kebenaran beberapa penomena tetapi 

lebih pada pendekatan pemahaman penelitian terhadap apa yang telah ditemukan.  
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6. Tahapan  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan tiga tahap, yaitu : 

a. Tahap pendahuluan, yaitu: observasi awal untuk mencari data dan 

informasi  keperluan penyusunan proposal. 

b. Tahap turun ke lapangan, yaitu : mencari sejumlah data-data dan informasi 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penelitian. 

c. Tahap akhir yaitu: fasilidasi data, analisa data dan penulisan laporan 

penelitian. 



 

 

20 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Wakaf 

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. 

Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan  pada 

umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin 

melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum 

Islam, sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang 

masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata 

“waqaf” dalam bahasa Arab disalin dalam bahasa Indonesia menjadi 

wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja 

“waqafa”. Kata kerja atau fi’il “waqafa” ada kalanya memerlukan objek 

(lazim). Kata „waqaf” adalah sinonim atau identik dengan kata “habs”. 

Dengan demikian, kata “waqaf” dapat berarti berhenti dan menghentikan, 

dapat pula berarti menahan (habs). 1  Dalam Kamus Bahasa Arab-

Indonesia, sama dengan “habasa-yahbisu-tahbisan artinya mewakafkan.2 

Pemaknaan wakaf menutut ahli fiqih, Abdul Halim, dalam bukunya, 

Hukum Perwakafan di Indonesia, yaitu: wakaf adalah menyerahkan suatu 

hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir 

(pemelihara/pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola wakaf 

dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai 

dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik 

yang mewakafkan dan juga tidak menjadi hak milik pengelola wakaf, akan 

tetapi benda tersebut menjadi milik Allah.3 Sedangkan menurut Imam Abu 

 

1 Muhammad Fadhillah dan B.Th. Brondgeest, Kamus Arab-Melayu, Jilid I, 

(Weltevreden: Balai Pustaka, 1925), h. 116-117. 
2Ahmad Wasison Munawwir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, (Surabaya: 

Pustaka Progesif, 2002), h. 157. 
3 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 
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Hanifah, sebagaimana dikutip oleh M. Athoilah, mengartikan wakaf 

sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif 

dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. 4  Pengertian 

tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang 

banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia.  

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang 

Perwakafan tanah milik, wakaf didefinisikan dengan “perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 

kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama 

lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.5 Definisi wakaf yang terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 memperlihatkan tiga 

hal yaitu :Wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau 

badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. 

Pemisahan tanah milik belum menunjukan pemindahan kepemilikan tanah 

milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang 

ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini 

menunjukan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah 

kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik 

umum dan Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.  

 Menurut  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 215 ayat 1 

dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok 

orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda 

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 

ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

 

h. 7. 
4 M. Athoilah, Hukum Wakaf, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7. 
5Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., UU RI. 

No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan 

Haji, 2004), hal. 3. 
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Pengertian dimaksud adalah mencakup segala benda baik bergerak atau 

tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai 

dan bernilai menurut ajaran Islam.  Dengan demikian pengertian wakaf 

yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang 

mewakafkan atau wakif.  Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, pihak wakif yang 

dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan 

hukum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak wakif  atau yang 

mewakafkan bisa tiga yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan 

hukum.        

 Undang-undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf dalam pasal 1 

ayat(1) menyebutkan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah”.6 Pengertian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor  41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah memuat adanya wakaf benda bergerak 

dan benda tidak bergerak serta wakaf abadi dan wakaf sementara.  

Perjalanan panjang munculnya wakaf benda bergerak dalam perundang-

undangan di Indonesia sebagai indikasi adanya perubahan kebudayaan dari 

aspek pemikiran dan pemahaman konsep wakaf serta implementasinya di 

Indonesia yang perlu digali dan diteliti lebih mendalam. 

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, maka dapat 

difahami wakaf merupakan perbuatan wakif (pemilik harta) untuk 

melepaskan sebagian harta miliknya atau menahan harta benda yang 

dimilkinya untuk diserahkan kepada wakaf yang berwenang yang 

selanjutnya dengan kewenangannya akan dikelola menurut ketentuan yang 

 

6 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1. 
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berlaku agar dapat dipergunakan  untuk kepentingan agama, pendidikan, 

sosial dan kempentingan umum lainnya.  

B. Dasar Hukum Wakaf  

Wakaf perbuatan memisahkan sebagian harta untuk kepentingan 

agama dan kesejahteraan umum, tentu memiliki landasan dasar yang kuat 

dalam ajaran Islam Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi 

yang sudah berakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam sejak 

masa awal Islam sampai sekarang dan telah berkembang keberbagai 

negara sehingga tradisi ini disyariatkan dalam ajaran Islam. Adapun dasar 

hukum wakaf terdapat dalam sumber pokok ajaran Islam, baik dari Al- 

Qur’an maupun As-Sunah serta Ijma. Diantara ayat-ayat al-Quran yang 

pada umumnya dipahami dan digunakan oleh fuqaha sebagai dasar atau 

dalil yang mengacu pada masalah wakaf.7 

1. Dalil Alqur’an 

Menelusuri ayat-ayat Alqur’an tidak ada yang kongkrit 

menyatakan langsung tetang wakaf, akan tetapi karena wakaf merupakan 

perbuatan kepada kebajikan melalui harta, para ulama menjelaskan 

sejumlah ayat Alqur’an yang berkaitan dengan anjuran untuk 

mempergunakan harta kepada jalan kebajikan melalui pekerjaan wakaf, 

diantaranya: 

a. Alqur’an surat Ali Imran ayat 92: 

  هَ بِه عَلِيْمٌ ٰ◌ وَمَا تُـنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فاَِنَّ اللّ ۗ◌ ممَِّا تحُِبـُّوْنَ ى تُـنْفِقُوْا ٰ◌ لَنْ تَـنَالُوا الْبرَِّ حَتّ 
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagaian harta yang kami cintai, 

 

7 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1993), h. 103. 
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dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

Mengetahui” (QS. Ali Imran : 92). 

Ayat tersebut menegaskan kepada seseorang muslim untuk 

kseempurnaan kebajikan yang dilaksanakan, yaitu menyerahkan harta 

kekayaan yang dimiliki dan dicintai untuk kepentingan agama dan 

kesejahteraan umum. 

b. Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 261: 

بَـتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِْ كُلِّ  ۢ◌ هِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْ ٰ◌  سَبِيْلِ اللّ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُـنْفِقُوْنَ اَمْوَالهَمُْ فيِْ 
ائَةُ حَبَّةٍ ۢ◌ سُنْ    هُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٰ◌ وَاللّ ۗ◌ ءُ ۤ◌ عِفُ لِمَنْ يَّشَاٰ◌ هُ يُضٰ◌ وَاللّ  ۗ◌ بُـلَةٍ مِّ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha 

luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261). 

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang menafkahkan harta 

untuk kepentingan agama dan dijalan Allah mereka selalu dalam karunia 

Allah dan dengan  pahalanya yang dilipatgandakan oleh Allah Swt. pada 

hari kemudian.  Said Qutub menjelaskan bahwa menafkahkan harta, Allah 

akan menghitungnya dengan berlipat ganda.8 

c. Alqur’an Surat Al-Hajj ayat 77: 

مَنُوا اركَْعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا ربََّكُمْ وَافـْعَلُوا الخَْيرَْ لَعَلَّكُمْ ٰ◌ ايَُّـهَا الَّذِيْنَ اٰ◌◌ٓ ي
  ۚ◌ تُـفْلِحُوْنَ 

 

 

8 Said Qutub, Fi Dhilal al-Quran, juz 1, (Beirut: Dar al-Masyruq, 1412 H), h. 301 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan” (QS.Al-Hajj: 77). 

Maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang beriman adalah orang yang 

selalu patuh terhadap segala perintah Allah dan dijalankan dengan 

keimanan karena Allah, terhadap berbagai aktifitas kebajikan termasuk 

dalam menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama seperti wakaf. 9 

Dari beberapa ayat tersebut, bahwa Allah menganjurkan kepada 

kita untuk berbuat kebajikan-kebajikan dalam kehidupan ini dengan 

berbagai bentuk, terutama dengan harta yang kita miliki agar bermanfaat 

kepada jalan agama dan umat Islam dengan cara mewakafkan sebagiannya 

yang dimiliki untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat, dan Allah 

akan membalas kebaikan tersebut dengan melipatgandakan kepada orang 

yang melaksanakan kebajikan dalam bentuk mewakafkan hartanya untuk 

kepentingan agama dan kepentingan umum. 

2. Hadis 

Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam, maka setiap 

perintah dalam ajaran Islam selain terdapat dalam Alqur’an juga ada dalam 

hadis, termasuk masalah wakaf, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan 

tentang wakaf, diantaranya: 

 a. Hadis riwayat Anas: 

أن  عن  التياح  أبي  عن  الوارث  عبد  معمر حدثنا  أبو  عنهحدثنا  قدم   س رضي الله 
ببناء المسجد فقال S بني النجار Qمنوني   صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر  النبي 

 

9 Said Qutub, Fi Dhilal al-Quran, juz 22, h. 231 
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بقبور المشركين فنبشت ثم ]لخرب فسويت  فأمر  فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
  10(رواه البخارى) و]لنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami  Abu Ma'mar  telah menceritakan 

kepada kami   ' Abdul Warits  dari Abu At Tayyah dari Anas radliyallahu 

'anhu: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah kemudian 

Beliau memerintahkan untuk membangun masjid lalu berkata: "Wahai 

Banu Najar  ,juallah  kepadaku berapa harga (kebun kalian)". Mereka 

menjawab: "Kami tidak menjualnya kecuali kepada Allah  ."Maka Beliau 

memerintahkan quburan-quburan Kaum Musyrikin agar digali lalu 

bangunan-bangunannya dihancurkan kemudian diratakan dengan tanah 

dan memerintahkan pula agar pohon-pohon kurma ditebang lalu batang 

pepohonan itu dipasang bersusun untuk arah qiblat masjid. 11 

b. Hadis riwayat Abu Hurairah 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن 
عبد   بن  هريرةالعلاء  أبي  عن  أبيه  عن  أراه  عليه  الرحمن  صلى الله  أن رسول الله 

صدقة جارية  وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من 
صالح يدعو له   12أو علم ينتفع به أو ولد 

 

Artinya: “Sunan Abu Daud 2494: Telah menceritakan kepada kami  Ar 

Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin  ,telah menceritakan kepada kami  Ibnu 

Wahb  dari  Sulaiman bin Bilal  dari  Al 'Ala` bin Abdurrahman  ,dari 

ayahnya  dari  Abu Hurairah  bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus 

kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak 

shalih yang mendoakannya"..13 

 

10 Abi Abd Allah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Jami’ Sahih Al-Bukhari, 

Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ta’sil, 2012), 93. 
11 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari 

Buku 15, terjrmahan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 519. 
12 Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ab Al-Sajistani, Sunan Abi Daud (Riyad: 

Maktabah al-Muarif, 1424), 720. 

Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2, Trjemahan 
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Hadis-hadis  tersebut di atas menganjurkan untuk mewakafkan 

harta yang dimiliki kepada kepentingan agama, pembangunan rumah 

ibadah, pembangunan lembaga pendidikan dan untuk kepentingan umum 

lainnya. Memberi makna bahwa yang dimaksudkan dengan sedekah 

jariyah, adalah termasuk wakaf, hal juga ditegaskan oleh Sayyid Sabiq 

dalam bukunya Fiqih Sunnah, setiap yang meninggal dunia putus 

segalanya kecuali tiga perkara: Anak yang shaleh, ilmu yang 

ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya. 14  Dengan demikian perbuatan 

wakaf merupakan sebuah amalan dalam ajaran Islam yang dianjukan 

kepada orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhannya untuk 

kepentingan agama dan kebaikan umat, agar selalu mengalir fahala kepada 

orang yang mewakafkannya. 

3. Peraturan Perundang-undangan     

Sejak tahun 1960 pemerintah telah mengeluarkan ketentuan 

tentang wakaf dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Dalam pasal 49 ayat(3) Undang-Undang pokok Agraria ditetapkan bahwa 

perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, 

isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

peraturan dasar pokok- pokok agraria adalah : Hak milik badan-badan 

keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang 

keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin 

pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam 

bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan 

umum lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang 

 

Abdul Mufid Ihsan dan Soban rahman c. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 335. 
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 5, Terjemahan Mujahidin Muhayan, c . II, 

(Jakarta: Pena Pundi Aksar, 2011), h. 434. 
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dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai untuk keperluan 

kemaslahatan umum. 

Perwakafan tanah milik yang dilaksanakan untuk kepentingan 

umum dan kemaslahatan masyarakat diatur dan dilindungi dengan 

peraturan pemerintah. Selanjutnya, Tujuh belas tahun kemudian, yaitu 

pada tahun 1977, pemerintah mengeluarkan peraturan yang kusus 

mengatur wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 

tentang perwakafan tanah hak milik. Kemudian setelah peraturan 

pemerintah nomor 28 tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan 

sejumlah peraturan-peraturan yang menyangkut dengan pelaksana lainnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 

November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai 

Perwakafan Tanah Milik. 

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan 

Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang 

Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk 

Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun1978. 

d. Instruksi Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 

e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

Kep/D/75/78 Tentang Pormulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan- 

Peraturan Tentang Perwakafan TanahMilik. 

f. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang 

Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah 
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Kementerian Agama Provinsi/Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk 

Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 

g. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk 

Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun1978 

h. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji 

Nomor D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan 

Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang 

Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak 

BebasMaterai. 

i. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor 

D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Pormulir 

Perwakafan TanahMilik 

j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam. 

k. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat 

Dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada Tanggal 27 

Oktober 2004 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak 

TanggalDiundangkan. 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf. 

m. Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang 

diundangkan oleh pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi 

sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Peraturan-peraturan tersebut diatas dalam mengatur tentang tanah 

wakaf baik yang menyangkut tatacara perwakafan, proses pendataan, akta 

ikrar wakaf, sertifikat wakaf, maupun manajemen pengelolaan, 

pemanfaatan dan kegunaan serta pengelolaan yang produktif sehingga 
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harta benda wakaf berkembang untuk kepentingan agama dan 

kesejahteraan masayarakat. 

 

C. Rukun dan Syarat wakaf 

Melaksanakan perbuatan perwakafan diatur tatacara pelaksanaan 

dengan persyaratannya sehingga wakaf yang dilaksanakan dinyatakan sah 

menurut ajaran Islam, artinya wakaf terpenuhi syarat dan rukun sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam acara wakaf, yaitu memenuhi empat 

rukun, yaitu: pertama:  Adanya orang yang berwakaf (wakif). Kedua: 

Adanya benda yang diwakafkan (mauquf). Ketiga: Adanya penerima 

benda wakaf atau kepada siapa diperuntukkan wakaf (mauquf 

alaih/nadzir). Keempat: Adanya akad atau lafaz pernyataan penyerahan 

benda yang diwakafkan dari wakif. 15  Sedangkan syarat wakaf juga 

terpenuhi, karena berkaitan dengan rukun, hal ini semua rukun-rukun yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan wakaf, terdapat syarat-syarat yang 

perlu dipenuhi, yaitu:   

1. Wakif 

Wakif merupakan orang yang berwakaf, wakaf hanya bisa 

dilakukan jika hartanya adalah milik sempurna wakif.16 Seseorang wakif 

memiliki persyaratan adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang 

hukum dalam mempergunakan dan memanfaatkan hartanya untuk 

kepentingan tertentu, termasuk kepentingan agama, untuk itu dperlukan 

kecakapan-kecakapan dalam bertidak terhadap harta yang dimilikinya, 

yaitu: 

 

15 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, c. I, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), h. 66-67. 
16 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 

21. 
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a. Baliq 

Baliq artinya orang yang sudah memiliki kewajiban hukum 

kepadanya (desawa), cukup usia dan bukan lagi anak-anak, sudah dapat 

melakukan akad, secara moral perbuatan wakaf sangat terpuji dan 

mendapat pahala yang sangat besar, sama halnya seperti sedekah, hibah 

dan membebaskan budak, maka dibiarkan oleh orang yang sudah dewasa, 

oleh karena wakaf yang dilakukan oleh anak-anak hukumnya tidah sah.17 

b. Berakal sehat 

Menurut ketentuan hukum orang yang melakukan wakaf dalam 

keadaan berakal sehat, bukan orang sakit ingatan (majnun), dalam keadaan 

sadar tidak mabuk (sakar), dan tidak idiot (ma’tuh), bila kondisi jiwanya 

dalam keadaan kurang sehat, perbuatan hukum tidak dapat dipertanggung 

jawabkan, maka beramal melaksanakan wakaf tidak sah.18 

c. Pemilik penuh harta 

Harta yang diwakafkan merupakan pemilik penuh dari orang yang 

mewakafkan tersebut, bagi orang yang mengurus harta orang lain atau 

sebagai pengguna, pengelola dari harta tersebut, menyewa untuk 

menggarap serta gadai, maka harta tersebut tidak sah untuk diwakafkan, 

karena harta yang dimilikinya sekedar untuk memanfaatkan hasil, bukan 

milik penuh secara hukum.19 

d. Pemilik sah harta 

Setiap harta yang dinyatakan sah untuk diwakafkan, disayaratkan 

pewakaf adalah pemilik sah dari harta tersebut, bila yang diwakafkan harta 

 

17  Mukhlisin Munarie, Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 110. 
18 Ibid., h. 111. 
19 Ibid., h. 113. 
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yang bukan pemilik sah, tidak ilegal, hasil curian dan penyerobot, maka 

tidak sah bila harta tersebut diwakafkan.20 

e. Tidak tenggelam dalam hutang 

Seseorang yang memiliki hutang melebihi dari jumlah harta yang 

dimiliki, bila orang tersebut melaksanakan wakaf, tentu wakafnya tidak 

sah, karena berkewajiban membayar hutangnya terlebih dahulu, berwakaf 

sah bila mempunyai hutang tidak melebihi dari harta yang dimilikinya.21 

2. Mauquf Bih 

Barang atau harta yang akan diwakafkan baru dianggap sah harus 

memenuhi beberapa persyaratan sesuai yang telah ditetapkan menurut 

hukum, Adapun syarat-syarat perwakafan, yaitu :22 

a. Harta wakaf memiliki nilai (harganya). Dalam hal ini, barang yang 

diwakafkan apabila telah dimiliki oleh seseorang, bernilai dan 

dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dalam kondisi 

bagaimanapun. 

b. Harta wakaf harus jelas bentuknya. Apabila benda tersebut telah 

diwakafkan dapat dilihat secara nyata dan kongkrit serta tidak 

menimbukan permasalahan terhadap benda tersebut. 

c. Harta wakaf itu adalah hak milik dari wakif dapat dibuktikan secara 

hukum. 

d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak dapat bergerah, seperti 

tanah sawah, tanah kebun atau benda yang disesuaikan dengan 

wakaf yang ada. 

 

3. Maukuf ‘alaih (peruntukan). 

 

20 Ibid., h. 114-115. 
21 Ibid., h. 116. 
22 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan, h. 61. 
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Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperboleh oleh 

syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf adalah amal kebajikan yang 

dilaksanakan oleh umat Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah 

Allah dan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. Agar wakaf tidak 

salah digunakan, maka wakif perlu mempertegas tujuan wakaf, apakah 

harta yang diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai 

pewakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, untuk rumah ibadah atau untuk 

kepentingan umum, yang jelas tujuannya untuk kebaikan.23  

4. Sighat (lafaz).  

Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau 

isyarat yang dapat dipahami maksudnya.  Pernyataan lisan dan tulisan 

dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara 

isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara 

tulisan atau lisan. Pernyatan dengan isyarat harus dapat benar-benar 

dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan 

di kemudian hari.24 

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf 

1. Tujuan Wakaf 

Menurut Ulama Thohir bin Asyura, sebagaimana dikutip Mukhlis 

Muzarie, Tujuan disyariatkannya wakaf mengandung arti sebagai berikut: 

Memperbanyak harta untuk kemashlahatan umum dan khusus, sehingga 

menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga 

datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika manusia meninggalkan 

dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah 

Shadaqah Jariyah…”Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari 

 

23 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 

46. 
24 Ibid., h. 46. 
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bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal 

itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang 

dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti  sedikitpun. Dan 

berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-

limpah. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang 

yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud 

dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya 

keberagamaan dan kemuliaan akhlak, wakaf juga bertujuan, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti 

memfasilitasi sarana dan prasaran agama, pendidikan ekomoni serta 

mensejahterakan masyarakat.25  

Tujuan lain dari wakaf untuk keselamatan bagi orang yang kikir 

terhadap harta dan pembinaan jiwanya, sebagaimana Allah Swt. 

menyebutkan dalam  al-Qur‟an  bahwa  Syaitan  selalu  menakut-nakuti  

umat manusia pada kekafiran. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia 

kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana 

kebiasaan adat jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih 

untuk perbaikan masyarakat. Sedangkan tujuan wakaf yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 yaitu 

sebagai berikut :“wakaf  bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf 

sesuai dengan fungsinya ”Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama 

dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt. untuk mendapatkan kebaikan 

dan ridha-Nya.  Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar 

pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan 

manfaatnya  pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada 

wakifnya meskipun dia telah meninggal dunia. 

2. Fungsi Wakaf. 

 

25 Mukhlis Muzarie, Hukum Perwakafan, h. 175-176. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

pasal 5 dijelaskan bahwa “fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum.“Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat 

fungsi, yaitu:  

a. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah 

keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang  efektif. 

b. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, 

berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih 

mudah teratasi. 

c. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam 

pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan 

dengan-Nya. 

d. Fungsi Akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana 

setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk 

suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya. 

e. Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah 

mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf 

memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. “Fungsi wakaf 

dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan 

ekonomimasyarakat”. 

Wakaf perbuatan amal kebaikan yang sangat besar fungsinya 

dalam masyarakat meliputi dalam berbagai aspek kehidupan, baik fungsi 

peningkatan ekonomi msayarakat, fungsi pembinaan sosial dengan wakaf 

tidak terjadi perbedaan status sosial, fungsi ibadah menjadi amal kebaikan 

yang terus-menerus mengalir fahala, fungsi pembinaan akhlak masyarakat 

dan fungsi-fungsi lainnya untuk pembangunan kehidupan peradaban 

masyarakat yang lebih baik. 
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E. Pengelolaan Harta Wakaf 

Pelestarian harta benda wakaf merupakan hal yang sangat penting 

dan perlu diperhatikan oleh orang orang yang berhak atas benda wakaf 

tersebut, memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan 

harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.26  Hal ini disebabkan benda 

wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir 

pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang 

mewakafkan, pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, kita temukan 

cukup banyak harta wakaf yang tidak berkembang, bahkan cenderung 

menjadi beban pengelolaan atau tidak terurus.27 Untuk hal tersebut dalam 

pengelolaan benda wakaf perlu dibuat ketentuan dalam bentuk undang-

undang perwakafan sehingga ketentuan itu berjalan dengan baik dan 

memprioritaskan kelestarian benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf,  

atas dasar undang-undang tersebut benda wakaf dapat dikelola secara baik 

oleh lembaga yang berwenang, serta lembaga wakaf dapat menjalankan 

dengan baik yang telah ditetapkan secara tertulis oleh orang yang 

mewakafkan maupun secara langsung pada saat mewakafkan. 

Dalam pemeliharaan wakaf, mazhab Malik bin Anas, sebagaimana 

dikutip oleh Mukhlis Muzarie, mensyaratkan adanya sifat pemelihara. 

Dengan demikian, tidak boleh perwalian wakaf kepada orang yang tidak 

mempunyai keahlian dalam pemeliharaan harta wakaf, dan tidak sah 

menetapkan perwalian wakaf kepada orang yang tidak ahli dalam 

pemeliharaan harta benda wakaf. Dengan demikian, “apabila terjadi 

perwakafan dan pemeliharannya diserahkan kepada orang yang tidak 

mempunyai sifat hiyazah (mampu memelihara), perwalian tersebut 

menjadi batal walaupun disahkan oleh wakif. Apabila terjadi kerusakan 

 

26 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Idonesia, 

(Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 35. 
27 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filontropi Islam 

yang Hampir Terlupakan), c. I (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), h. 174. 
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pada harta wakaf yang diakibatkan oleh ketidakahlian si wali,  wakafnya 

batal” Pengelolaan benda wakaf tersebut masih belum optimal bahkan 

banyak tanah kosong dan belum jelas peruntukannya. Untuk tercapainya 

tujuan wakaf yakni untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 

benda wakaf demi terwujudnya kesejahteraan umum, maka tanah wakaf 

yang tersebar luas di berbagai daerah dalam masyarakat harus 

diberdayakan secara produktif, manajemen pengelolaan harta wakaf harus 

profesional dengan tata kelola yang baik untuk kemanfaatan yang lebih 

luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.28  

Pengelolan yang baik sangat erat kaitannya dengan dengan model-

model manajemn modern, dan menjadikan manajemen wakaf sebagai 

aspek yang lebih penting dalam mencapai manfaat dan tujuan wakaf, maka 

dalam paradigma nadzir pengelolaan wakaf perlu memfokuskan kepada 

aspek-aspek kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

menimbulkan kepercayaan masyarakat yang lebih baik kepada nadzir dan 

lembaga pengelolaan wakaf, manajemen wakaf bagian yang terpenting 

dari pengembangan wakaf baik dalam pengelolaannya maupun aspek 

manfaat dan kegunaannya sekaligus meningkatkan eksistensi benda wakaf, 

untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu 

yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang 

diterapkan.29 

Pemikiran hukum yang menunjukkan bahwa wakaf bukan milik 

wakif memberi peluang kebebasan pengelolaan wakaf pada pihak lain. 

Undang- undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan 

pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf memberikan 

 

28 Ibid. 
29 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru wakaf di 

Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2008), h. 105. 
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kewenangan pengelolaan penuh benda wakaf kepada nadzir sebagaimana 

disebutkan dalam undang-undang bahwa nadzir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi 

peruntukannya. Untuk maksud tersebut wakaf harus dikelola secara 

profesional, hal ini diperlukan pembinaan tugas-tugas nadzir dan lembaga 

pengelolaan wakaf. Pembinaan dilakukan untuk pelaksanan tugas sesuai 

dengan standar kekinian dan menerapkan manajemen modern sehingga 

mampu mengelola dan pengembangan wakaf untuk hasil yang maksimal. 

Pengelolaan wakaf  yang profesional pada lembaga kenadziran meliputi 

empat aspek, yaitu: 

1. Transparansi 

Transparansi merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pengelolaan harta wakaf, agar pengelolaan dan pemanfaatan diketahui oleh 

publik. Transparansi dalam rangka pertanggungjawaban dalam bentuk 

pengawasan manajerial.30  Manajemen pengelolaan menempati posisi yang 

sangat urgen dalam perwakafan. Transparansi merupakan roda 

kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf, dengan memegang teguh pada 

aspek kepemimpinan yang ransparan, objektif dan kredibel, kemudian 

kepemimpinan yang mengedepankan pertanggungjawaban umum, yang 

bijaksana dan amanah serta kepemimpinan yan aspiratif, yaitu mau 

mendengar dan mengakomudir berbagai dinamika yang berkembang 

dalam pengelolaan wakaf dan menjaga akuntabilitas umum.31 

2. Pertanggungjawaban umum 

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari sifat amanah 

dan siddiq dalam pengelolaan wakaf. Pertanggungjawaban dalam 

pengelolaan dan pembedayaan wakaf sangat penting terutama dalam 

 

26 Agama, Model Pengembangan wakaf Produktif, (Jakarta: Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 117. 
31 Ibid., h. 120. 
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pemanfaatan hasil yang diperoleh dari harta wakaf produktif yang menjadi 

potensi untuk pengembangan dan mendorong peningkatan kepercayaan 

publik terhadap pengelolaan wakaf. 

3. Standar operasional 

Standar operasional dalam pengelolaan wakaf merupakan 

kebijakan pengelolaan wakaf untuk menghasikan sesuatu yang lebih 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Standar operasional 

pengelolaan wakaf adalah proses dan tahapan dalam pengelolaan wakaf 

untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik. Standar operasional sangat 

penting dan menentukan dalam manajemen pengelolaan wakaf. 

4. Efesien 

Efesien merupakan inti dari manajemen dalam pengelolaan wakaf 

agar lebih optimal terhadap pengelolaan dan pemberdayaan.  Efesien 

dalam penggunaan biaya dan efektif pemanfaatan sarana akan tercipta 

lembaga wakaf yang profesional dan pengelolaan wakaf lebih produktif. 

Pengelolaan wakaf yang efesien perlu menerapkan fungsi dasar 

manajemen dalam pengelolaan wakaf, yaitu: berkenaan dengan proses 

pengelolaan, kapasitas pengelola, sumber daya tenaga kerja, kualitas 

pekerjaan dan pelayanan, kehumasan dan sistem keuangan yang baik 

dalam pengelolan wakaf.32 

F. Penelitian Yang relevan 

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang 

telah dipublis untuk mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini, dari penelusuran yang dilakukan, dijumpai sejumlah 

penelitian tentang wakaf dan relevan dengan penelitian yang sedang 

berjalan ini, yaitu: 

 

32 Ibid., h. 121-123. 
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1. Penelitian Tesis 

Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Saifullah 

(2009), mahasiswa Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 

dengan Judul “Analisis Pengelolaan Objek wakaf (Studi Kasus Tentang 

Pengalihan Tugas Nadzir Dalam Penjagaan Aset wakaf di Kecamatan 

Pedurungan Semarang)”, Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 

kajian pada pengalihan tugas nadzir kepada orang lain yang lebih 

kompoten dan profesional dalam mengelolan harta benda wakaf. Temuan 

penelitian ini, bahwa aset wakaf tidak dapat dikelola dengan baik oleh 

nadzir, sehingga wakaf kurang bermanfaat dan relatif efektif tujuannya, 

tidak sesuai sebagaimana tujuan wakaf  yang diharapkan, diperlukan 

peningkatan komptensi nadzir wakaf, atau pengelolaannya dapat 

diserahkan kepada orang yang lebih profesional.  

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pola 

pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir dan lembaga wakaf, 

sedamgkan perbedaannya adalah penelitian ini (Saifullah) fokusnya pada 

komptensi dan profesional nadzir dalam pengelolaan wakaf sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan tentang problem-problem pengelolaan 

wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa. 

2. Laporan Penelitian Dosen 

Dalam bentuk laporan penelitian dosen, yang dilakukan oleh 

Ahmad Arief Budiman, dengan judul “Akuntabilitas Lembaga Pengelola 

wakaf (Studi Cabang Muhammadiyah Semarang Utara)”, Penelitian 

tersebut peneliti memfokuskan pada aspek manajemen secara 

akuntabilitas, serta pmbahasannya lebih mendalam pada sistem 

pengelolaan wakaf. Temuan penelitian, bahwa pengelolaan wakaf dalam 

aspek akuntabilitas masih problem-problem perencanaan, pelaksanaan, 
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pengawasan dan pelaporan, diharapkan pengelolaan wakaf lebih akuntabel 

dalam pandangan publik.  

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah tentang 

manajemen pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf, 

sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini (Ahmad Arief Budiman) 

pengelolaan wakaf yang akuntabilitas publik, sementara penelitain yang 

akan dilaksanakan tentang berbagai problem dalam manajemen 

pengelolaan wakaf. 

3. Penelitian Disertasi 

Penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Junaidi, 

(2021) mahasiswa program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

dengan judul “Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif 

Undang_undang Wakaf”, penelitian ini memfokuskan kepada 

implementasi sistem pengelolaan wakaf di kota langsa, temuan penelitian,  

bahwa pengelolaan wakaf di Kota Langsa masih bersifat tradisional, hal 

ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat dan nadzir wakaf hanya 

dalam bentuk tanah yang digunakan dan difungsikan untuk sarana ibadah 

semata, di samping itu terdapat pandangan yang berbeda antara 

masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan wakaf, karena masyarat 

masih terikat dengan ketentuan adat yang berlaku, diharapkan pengelolaan 

wakaf dengan sistem manajemen yang modern, bisa merespon tujuan dan 

manfaat secara efektif kepada masyarakat. 

Adapun persamaannya adalah implementasi pengelolaan wakaf 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian ini (Junaidi) fokus kajian revitalisasi 

pengelolaan wakaf dalam perspektif undang-undang wakaf, sementara 

penelitian yang akan dilakukan adalah problem pengelolan wakaf 

implemnatasi undang-undang wakaf yang berlaku. 
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  Dengan demikian penelitian ini membahas tentang “Problema 

Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi pada Lembaga-Lembaga 

Pengelolaan Wakaf). Terdapat perbedaan yang signikan, penelitian yang 

relevan tersebut fokus kajian pada tugas nadzir, akuntablitas pengelolaan 

dan revitalisasi pengelolaan wakaf  dalam perspektif undang-undang. 

Sedangkan Penelitian ini memfokus pada sistem pengelolaan wakaf pada 

lembaga wakaf di Kota Langsa, problem-problema yang dihadapi dalam 

pengelolaan wakaf serta solusi terhadap problema tersebut. Sementara 

persamaannya adalah penelitian yang fokusnya pada pengelolaan wakaf, 

agar wakaf dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. Penelitian ini akan memberi kontribusi berkaitan dengan 

pengelolan wakaf lebih efektif dan efisien sehingga tujuan wakaf tercapai 

untuk kepentingan agama dan kesejahteran masyarakat, maka penelitian 

ini sangat urgen untuk dilaksanakan dan untuk kepentingan penyelesaian 

tesis serta rekomendasi kepada lembaga pengelolaan wakaf.  
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BAB III 

PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA 

A.  Baitul Mal  

1. Sejarah Singkat Baitul Mal 

Baitul Mal sudah ada sejak masa Rusullah SAW, yaitu ketika kaum 

muslimin mendapatkan ghanimah pada perang Badar.1 Pada saat itu sahabat ada 

yang berbeda pandangan tentang pembagian harta ghanimah, hal ini menjadi 

dasar turunya  firman Allah Surat Al-Anfal ayat 1 : 

وْا ذَاتَ  هَ وَاَصْلِحُ ٰ◌ فاَتَّـقُوا اللّ   ۚ◌ هِ وَالرَّسُوْلِ ٰ◌ قُلِ الاْنَْـفَالُ لِلّ   ۗ◌ َ◌لُوْنَكَ عَنِ الاْنَْـفَالِ ◌ٔ يَسْـ
عُوا اللّ ۖ◌ بَـيْنِكُمْ  تُمْ   اِنْ هَ وَرَسُوْلَه ٰ◌ وَاطَِيـْ   مُّؤْمِنِينَْ  كُنـْ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang pembagian harta 

rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan 

Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan 

diantara sesama kalian, dan ta’atlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-

benar orang yang beriman”. (QS.Al-Anfal : 1). 

 Ayat tersebut menegaskan tentang hukum pembagian harta rampasan 

perang dan menjelaskan tentang hak kaum muslimin, kemudian Allah 

menjelaskan tentang kewenangan Rasulullah yang menetapkan bagian-bagian 

kaum muslimin sesuai dengan perjuangan untuk kemaslahatan umat Islam.2 

Dengan demikian Rasulullah sebagai kepala negara menerapkan konsep baru 

tentang keuangan pemerintah sejak pada abad ketujuh masehi, yakti berbagai hasil 

pendapatan negara yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan negara sesuai 

dengan kebutuhannya. Status harta pengumpulan dari rampasan menjadi  

kekayaan negara bukanlah milik individu. Tempat penyimpanan harta rampasan 

tersebut dinamakan dengan Baitul Mal (rumah harta), sementara rampasan perang 

 
1 Abd al-Qadim Zallum, al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983), 
hal. 15. 
2 Ibid., 
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yang berupa binatang-binatang ditempatkan pada kebun (padang) terbuka. Pada 

zaman Rasulullah Baitul Mal dibangun dekat dengan masjid Nabawi, juga 

dijadikan sebagai Pusat Kantor Negara yang sekaligus dapat berfungsi sebagai 

tempat tinggal Rasulullah.3 

 Pada masa kekhalifahan Abu Bakar tahun kedua (12 H/633 M) meletakkan 

dasar pengembangan Baitul Mal yang fungsinya lebih luas untuk mengelola harta 

umat, yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan 

negara, pengelolaan ini berjalan lancar sampai wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 

H./634 M. Pada masa tersebut turut dikelola oleh Baitul Mal, tanah-tanah orang 

dari orang murtad yang digunakan untuk keperluan umat Islam.4  Kemudian 

dalam pemerintah Abu Bakar Baitul Mal, langsung mendistribusikan semua harta 

yang dikelola kepada masyarakat yang membutuhkannya, tidak menumpuk dalam 

jangka waktu yang lama. Sebesar apapun harta wakaf dibagikan kepada umat 

Islam yang membutuhkannya. Abu Bakar bahwa Baitul Mal amanah dari Allah 

Swt. untuk segera disalurkan kepada masyarakat Islam yang membutuhkannya. 

Abu Bakar membawa harta benda wakaf ke Masjid Nabawi untuk membagikan 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya, untuk urusan pembagian harta-

harta ini, Abu Bakar mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Ubaidah 

berkata kepada Abu Bakar, saya akan membantu dalam urusan pengelolaan harta 

umat.5  Pada saat tersebut semua harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan agama dan kebutuhan umat. 

 Kemudian pada kekhalifahan Umar bin al-Kattab, wilayah kekuasaan 

bertambah luas, pemerintah menjadi tanggung jawab yang lebih banyak, seiring 

dengan itu, juga harta-harta kekayaan yang dikelola oleh Baitul Mal semakin 

betambah, maka memerlukan pengelolaan Baitul Mal secara kusus agar semua 

harta yang dikelola dapat dimanfaatkan secara benar untuk kepentingan umat 

 
3 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 52-53. 
4 Zallum 
, al-Amwal, ... h. 16. 
5 Bustanul Arifin, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 186. 



45 

 

Islam, sehingga semua harta kekayaan tidak digunakan sekaligus, dimanfaatkan 

dan  dikeluarkan menurut kebutuhan, sedangkan sisanya dijadikan sebagai harta 

cadangan.6  Selama pemerintahan Umar bin al-Kattab tetap memelihara dan 

mengoperasi Baitul Mal dengan hati-hati, menerima pemasukan dengan sesuatu 

yang halal sesuai dengan anjuran syariat, lalu mendistribusi menerimanya. 

 Kemudian perkembangan Baitul mal pada masa pemerintahan 

Kekhalifahan Ustman bin Affan, sistem pengelolaan harta kekayaan negara 

mengikuti ketentuan yang dijalankan oleh Umar bin Al Kattab, karena sistem 

pembagian termasuk membagi-bagikan tanah kepada individu umat Islam untuk 

tujuan pengembangan wilayah perkampungan masyarakat, kebijakan ini mendapat 

kemajuan yang cukup signifikan sehingga mampu menaikkan pendapatan negara 

mencapai 41 juta dirham dibandingkan dengan masa Umar.7  Keberadaan Baitul 

Mal pada Masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, memposisikan perannya 

sebagaimana fungsi pada kekhalifahan sebelumnya, dimana Ali menyalurkan 

semua harta yang dikelola oleh Baitul Mal untuk kepentingan dan kebutuhan umat 

Islam, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar.8 

 Perkembangan Baitul Mal pada masa pemerintahan Bani Umayyah 

sepenuhnya berada pada kekuasaan khalifah dan masyarakat pada saat itu 

sepenuhnya menyerahkan kepada khalifah tanda adanya pertanyaan tentang 

pengelolaan harta wakaf, perkembangan tersebut berlangsung sampai pada 

kekhalifahan Umar bin ‘Abd. Al-Azis, yaitu pemerintahan pada tahun 717-720 

M.9 Pada saat itu khalifah secara tegas mengatakan pengunakan harta kekayaan 

Baitul Mal semata-mata untuk kepentingan negara dan masyarakat, tidak 

digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kemudian perkembangan 

wakaf telah berkembang diberbagai negara dan wilayah, sebagian wilayah 

memiliki sistem hukum prinsip-prinsip pokok wakaf itu sendiri dibuat dengan 

 
6 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Umat di Tengah Krisis Ekonomi Global, diterjemahkan oleh 
Ahmad Ikhrom, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 59. 
7 Karim, Sejarah, ...h. 60-61. 
8 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Umat, Suatu pengantar, h. 122-123. 
9 Abdul Aziz Dahlan, et. Al. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta;  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). 
h.2. 
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konsep fondasi untuk tujuan kebaikan, bermanfaat dan untuk tujuan kepentingan 

umum. Di samping itu, prinsip pokok wakaf memberikan posisi yang jelas sektor 

wakaf dalam struktur ekonomi, terutama dalam hal memberikan manfaat 

kesejahteraan masyarakat dan sebagai aset untuk kepentingan lembaga-lembaga 

keagamaan. 

2. Latar Belakang Lahirnya Baitul Mal Aceh (BMA) 

 Di Aceh Baitul Mal didirikan sejak bulan April 1973 yang disebut dengan 

Baitul Mal Aceh (BMA), kehadiran BMA ini dalam rangka melahirkan Badan 

Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 1973, sejalan dengan perkembangan dan 

penyempurnaan kelembagaan BPHA berubah lagi menjadi Badan Harta Agama 

(BHA), kemudian dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan dan 

memperluas fungsinya, pada bulan Februari 1993, BHA berubah menjadi Badan 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). 

 Aceh sebagai daerah Istimewa diberikan peluang untuk pelaksanaan 

syariat Islam secara formal dalam segala aspek kehidupan dengan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, 

untuk pelaksanaan syariat Islam diatur dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang 

penyelenggaraan Syariat Islam, sejalan dengan perda syariat Islam dibentuknya 

Baitul Mal, sebagai implementasi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam 

kehidupan masyarakat Aceh. Secara resmi pada tahun 2003 dibentuklah  lembaga 

Baitul Mal Aceh (BMA). Kehadiran lembaga BMA ini menjadi inspirasi para 

pemerintah dan masyarakat untuk mengaktualisasi kembali sebuah lembaga yang 

pernah berkembang dalam sejarah yang cukup berperan untuk mensejahterakan 

kehidupan umat. 

 Pada saat Baitul Mal Aceh (BMA) dirikan hanya sebatas mengelola harta 

agama yang berfungsi untuk kepentingan agama, pendidikan, dan sosial 

masyarakat lainnya. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 

1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, lahirlah Surat Keputusan 
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Gubernur nomor 18 tahun 2003 tentang kewenangan Baitul Mal dan fungsinya, 

selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul 

Mal, yang sampai saat ini dengan nama Baitul Mal Aceh (BMA).  Dalam Qanun 

tersebut menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga non 

struktural yang memimiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan 

zakat, wakaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk membina 

kemaslahatan umat. Kehadiran BMA ini untuk dapat mengelola harta-harta 

keagamaan dibagi kepada empat tingkat yaitu: Baitul Mal Tingkat Propinsi, 

Tingkat kabupaten/kota, Tingkat Kemukiman dan Tingkat Gampong.10 

3. Baitul Mal Kota Langsa 

 Pembentukan Baital Mal Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan 

Gubenrnur Aceh Nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan tata kerja dan 

organisasi Baitul Mal, selanjutnya lahir Qanun Nomor 7 tahun 2004 yang 

mengatur tentang tingkatan Baitul Mal di Aceh, yaitu terdiri dari Baitul Mal 

Propinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal 

Gampong, Qanun ini sebagai landasan lahirnya Baitul Mal disetiap 

kabupaten/kota, termasuk diantaranya di Kota Langsa. Pada tanggal 17 Rabi’ul 

Awal 1427 H. Bertepatan dengan 16 April 2006 M. Terbentuk Baitul Mal Kota 

Langsa, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 8 Kota Langsa. Kehadiran 

lembaga ini sebagai respon kongkrit terhadap pelaksanaan syariat Islam secara 

kaffah di Aceh, sesuai dengan Qanun  Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, 

dalam pasal (2) menjelaskan bahwa Baitul Mal sebagai lembaga daerah non 

struktural yang melaksanakan tugas secara independen sesuai dengan ajaran Islam 

dan bertanggung jawab kepada pimpinan daerah. 

 Dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga non 

struktural Daerah Kota Langsa menetapkan visi dan misi, yaitu : “Menjadi 

lembaga amil yang amanah, transparan, akuntabel dan kredibel”, Sedangkan 

misinya, yaitu : 

 
10 Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2021. 
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a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan 

masyarakat. 

b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta 

wakaf dan harga agama. 

c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta 

agama dan perwalian/pewarisan. 

d. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat dan kaum dhuafa. 

e. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, wakaf dan penertiban harta 

agama. 

f. Meningkatkan asesment dan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal 

kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.11 

 

Baitul Mal Kota Langsa dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah 

ditetapkan memiliki struktur kerja yang diatur dengan Peraturan Walikota Langsa 

Nomor 55 tahu  2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan pelaksana Baitul Mal kota Langsa, yaitu sebagai berikut: 

a. Susunan Organisasi Badan pelaksana baitul Mal Kota Langsa: 

- Kepala Baitul Mal Kota; 

- Wakil Kepala Baitul Mal Kota; 

- Bagian Pengumpulan; 

- Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan; 

- Bagian sosialisasi dan Pembinaan; dan 

- Bagian Perwalian; 

b. Kedudukan Baitul Mal Kota langsa: 

- Badan pelaksana baitul Mal Kota Langsa adalah unsur pelaksana 

pengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf dan harta agama lainnya; 

- Badan pelaksana Baitul Mal Kota Langsa dipimpin oleh seorang 

Kepala Baitul Mal dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Baitul Mal 

 
11Sumber: Dokumen Baitul Mal,  Profil Baltul Mal Aceh, tahun 2021. 
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berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepala Walikota 

Langsa; 

- Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

- Masing-masing Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala bagian sesuai dengan Sub Bagian masing-masing; 

Kepala Baitul Mal Kota langsa mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, 

pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta 

menjadi wali pengawasan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan 

fungsi dan kewenangan Kepala baitul Mal diatur  dalam pasal 7 Peraturan 

Walikota langsa Nomor 55 tahun 2017. 

4. Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan wakaf 

Baitul Mal Kota langsa, disamping tugasnya mengelola zakat, infaq, 

shadaqah dan harta agama, juga memiliki tanggung jawab dan tugas dalam 

pengelolaan harta wakaf. Dalam pengelolaan harta wakaf perlu dengan 

perencanaan yang baik dan didukung dengan berbagai aspek, baik aspek SDM, 

manejerial, administrasi, sarana dan prasana, keuangan maupun  aspek dukungan 

masyarakat, pemerintah dan elemen masyarakat lainnya, sehingga wakaf dapat 

dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan kepentingan agama dan kemajuan 

masyarakat.  

Peran Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan harta wakaf selama ini 

belum berjalan maksimal, dari studi dokuentasi yang dilakukan belum didapati 

adanya perencanaan yang baik dalam pengelolaan wakaf serta juga tidak 

didapatkan data yang kongkrit tentang wakaf di Kota Langsa, hal ini dikarenakan 

beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Langsa, baik aspek 

SDM pengurus, manajemen wakaf, data wakaf, pengelolaan wakaf, maupun 

program dan faktor-faktor pendukung lainnya, namun selama ini  Baitul Mal kota 
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Langsa telah menjalankan sejumlah kegiatan dalam pengelolaan harta wakaf,12 

diantaranya adalah : 

a. Bantuan perluasan tanah wakaf untuk kepentingan kuburan masyarakat. 

b. Bantuan proses persertfikatan tanah wakaf untuk tempat didirikan Balai 

pengajian. 

c. Pembinaan dan pelatihan nadzir wakaf dari setiap kampung yang ada di 

Daerah Kota Langsa. 

d. Bantuan untuk biaya pengurus plang nama tanah wakaf. 

e. Bantuan perluasan tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat sesuai 

dengan pengajuan. 

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut masih bersifat manfaat konsuntif bagi 

kepentingan agama dan masyarakat, sedangkan bentuk kegiatan yang bersifat 

produktif dan manfaat ekonomis untuk kesejahteraan material masyarakat selama 

ini belum berjalan. Baitul Mal sebagai lembaga yang tugas dan fungsi diantaranya 

mengelola wakaf belum dapat menjalankan tugas pengelolaan wakaf sesuai 

dengan undang-undang perwakafan yang berlaku, sehingga banyak harta wakaf 

belum dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan agama dan kepentingan 

umum.13 Pengelolaan wakaf Baitul Mal Kota Langsa dapat diamati pada tabel ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kota langsa, tahun 2021. 
13 Hasil wawancara dengan Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa, di Langsa, pada 
tanggal 5 Juli 2022. 
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Tabel : 3.1. 

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Baitul Mal Kota Langsa 

No.   :  Jenis Problematika   : Ringan : Sedang : Berat  :   Ket. 
    

01.     :    Pemahaman Masyarakat  :     -        :     ya      :             :    
02.     :    Status Objek Wakaf    :     -    :     ya        :    -      :  
03.     :    Dokumen Harta wakaf                  :      -       :      -       :    ya      : 
04.     :    Kualitas SDM pengelola  :     -        :     -        :    ya     : 
05.     :    Profesional Nadzir   :     -        :     ya     :     -       : 
06.     :    Pengelolaan konsumtif  :    ya      :       -      :    -        : 
07.     :    Pengelolaan Produktif  :     -        :      -       :    ya     : 
08.     :    Manajemen Pengelolaan  :     -        :      -            ya     : 
09.     :    Efektif Pengelolaan                       :     -        :           :       ya     : 
10.     :    Sistem pengawasan  :     -        :      -    :     ya      : 

    Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti Tahun 2022. 

Tabel di atas mengambarkan, bahwa pengelolaan wakaf pada Baitul Mal 

Kota Langsa belum berjalan secara efektif, hal ini terlihat banyak problematika 

yang dihadapi, baik yang bersifat pemahaman masyarakat tentang wakaf, SDM 

pengelola, manajemen pengelolaan, efektifitas pengelolaan dan sistem 

pengawasan, sehingga Baitul Mal Kota Langsa belum mengelola wakaf secara 

baik untuk kepentingan agama dan masyarakat. 

B. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

1. Sejarah Lahir Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Di Indonesia pengelolaan wakaf diatur dengan Undang-undang Nomor 41 

tahun 2004 tentang wakaf serta Undang-Undang Nomor 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaanya, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu 

mengakomodir pelaksanaan wakaf di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut 

membawa konsekwensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih 

profesional dan independen. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kapabilitas 

dalam mengelolaan dan memberdayakan harta benda wakaf. Pentingnya lembaga 

tersebut dalam rangka untuk membina nadzir dalam mengelola harta, mengawasi 
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segala bentuk aktifitas wakaf dan memberikan biaya atau bantuan untuk 

tercapainya harta wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) lahir sebagai jawaban 

bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan Indonesia yang profesional 

sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. BWI akan menduduki peran 

kunci, selain fungsi sebagai nadzir, BWI juga akan membina, mengawasi dan 

memberikan bantuan, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara 

profesional. 

Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI, 

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan 

mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama keanggotaan BWI 

diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden 

Nomor 75 Tahun 2007, yang diterapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007. Dengan 

demikian BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di 

Indonesia yang melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. 

BWI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat 

membentuk perwakilan di propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam kepengurusan BWI terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, 

masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas 

sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawasan pelaksana tugas BWI. 

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia  terdiri dari paling sedikit 20 orang dan 

paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.14 

Keanggotaan Badan wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden, kenggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh 

Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan tiga 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk pertama 

 
14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  pasal 51-52. 
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kali pengangkatan anggota BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. 

Pengusulan pengangkatan kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh 

Badan Wakaf Indonesia.15 

2. Tugas dan Fungsi dan Kewenangan BWI.  

BWI mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu pengelolaan 

baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun melakukan pengawasan terhadap 

nadzir agar tujuan pelaksanakan  dapat berjalan dengan maksimal, salah satu 

peran yang menjadi prioritas agar wakaf dapat berjalan lancar adalah dengan 

melakukan pembinaan nadzir. 

Nadzir merupakan komponen yang sangat penting dalam perwakafan, 

karena tanpa proses pelaksanaan dan pengeloan wakaf oleh nadzir akan timpang. 

Dalam rangka mewujudkan kualitas pengelolaan, maka dalam hal ini yang sangat 

butuh perhatian adalah nadzir sehingga nantinya  mempunyai peran dalam 

melaksanakan tugasnya secara profesional dan inilah yang menjadi tugas dan 

wewenang BWI selaku badan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan 

pembinaan terhadap nadzir sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan 

kepada BWI. Selain melakukan pembinaan, ada beberapa langkah kongkrit yang 

bisa dilakukan BWI untuk menertibkan proses perwakafan di Indonesia, langkah 

tersebut menyangkut pendataan, pengaktaan, pensertifikatan.16 Upaya-upaya 

dilakukan BWI maupun pihak terkait agar peraturan perwakafan dapat terlaksana 

dengan baik dalam proses perwakafan di Indonesia. 

 Sedangkan kewenangan BWI sebagai satu lembaga menjadi elemen 

penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, agar dapat diberdayakan 

secara baik untuk kepentingan agama dan masyarakat, maka sistem manajemen 

pengelolaan wakaf perlu dilaksanakan secara profesional dan modern. Hal ini 

dapat dilihat pada aspek-aspek pengelolaan, yaitu:  

 

 
15 Ibid., pasal 55-57. 
16 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, c. I, Ciputan Press, 2005, h. 112. 
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a. Kelembagaan. 

BWI mempunyai tugas untuk mengembangkan wakaf secara efektif, 

sehingga wakaf dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, maka tugas yang paling mendasar adalah 

memberdayakan wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, 

sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.17 

b. Pengelolaan Operasional. 

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan kebijakan dalam 

mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi 

kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan operasional ini terasa sangat 

penting dan menentukan berhasil atau tidaknya manajemen pengelolaan 

secara umum, adapun standar operasional ini meliputi seluruh rangkaian 

program kerja (action plan).18  Standar ini merupakan tema pokok dalam 

operasional kelembagaan nadzir yang akan mengelola secara produktif. 

c. Kehumasan. 

Peran kehumasan memiliki posisi yang sangat urgen dalam pengelolaan 

harta wakaf, karena fungsi ini akan memperkuat image untuk 

kesejahteraan masyarakat, disamping itu untuk meyakinkan kepada calon 

wakif yang masih ragu-ragu untuk berwakaf, serta dapat memperkenal 

aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pola oriented, tetapi juga 

memberikan bukti, bahwa ajaran Islam sangat menonjol aspek 

kesejahteraan untuk umat manusia, secara khususnya bagi umat yang 

kurang mampu.19 

d. Sistem keuangan. 

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan 

wakaf merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, hal ini tidak 

hanya dari aspek pertanggung jawaban, akan tetapi akan mengalami 

transformasi sebagai salah satu pertimbangan untuk lebih produktif wakaf 

 
17 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam, Paradigma Baru, h. 106. 
18 Ibid., h. 107. 
19 Ibid., h. 112. 
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yang dikelola. Ajaran Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus 

dilakukan secara tertib, rapi, prosesnya harus diikuti dengan baik. 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk sesuai dengan undang-

undang perwakafan, pengelolaan wakaf dengan menajemen yang profesional 

dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan, operasional pengelolaan, fungsi 

kehumasan serta sistem keuangan yang akuntabilitas sehingga wakaf dapat 

dimanfaatkan sesuai ketentuan serta akan berkembang dan mendapat kepercayaan 

dari publik. 

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara independen 

yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, lembaga ini 

bertujuan untuk pengelolaan wakaf yang profesional dalam rangka 

mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI akan menata 

aset-aset wakaf dan pembinaan nadzir untuk dikelola lebih baik dan produktif. 

Kehadiran BWI  akan memberikan manfaat yang lebih baik dalam bentuk 

pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur 

publik. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang  sejalan dengan era dan 

perkembangan zaman dengan berbagai inovasi, maka kehadiran BWI akan 

mampu merespon untuk mengelola wakaf yang efektif dan manfaatnya 

kepentingan agama dan masyarakat sejalan dengan perkembangan kehidupan. 

BWI Kota langsa dibentuk pada tanggal 17 Desember 2018, sesuai dengan 

Keputusan Badan Pelaksana wakaf Indonesia Nomor 066/BWI/P-BWI/2018 

tentang Penetapan pengurus perwakilan Badan wakaf Indonesia Kota Langsa 

Propinsi Aceh. BWI Kota  Langsa memiliki struktur organisasi yang sama dengan 

PWI Indonesia, yang sebagai Pembinanya adalah Dr. Marzuki Hamid, MM, yang 

pada saat ini (2022) masih menjabat sebagai Wakil Walikota Langsa, Sedangkan 

Ketua Pelaksana adalah Drs. H. Abdullah A. Rahman, MA., dan dilengkapi 

dengan kepengurusan yang lengkap, sampai pada devisi-devisi.  
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4. Struktur BWI Kota Langsa 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BWI memiliki struktur organisasi 

kerja efektif,  sehingga semua program dapat berjalan secara baik sesuai dengan 

kewenangan bidangnya masing-masing, adapun struktur organisasi BWI adalah 

sebagai berikut:  

a. Dewan Pembina, terdiri dari: 

-  Ketua; 

 - Wakil Ketua; 

 - Anggota; 

      b.   Badan Pelaksana, terdiri dari: 

 - Ketua; 

 - Wakil Ketua; 

- Sekretaris; 

 - Wakil Sekretaris; 

 - Bendahara; 

 - Wakil bedahara; 

       c.  Devisi-Devisi, terdiri dari : 

 - Pembinaan Nadzir; 

 - Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf; 

 - Hubungan Masyarakat; 

 - Kelembagaan dan Bantuan Hukum; 

 - Penelitian dan pengembangan; 

 - Kerjasama Luar Negeri; 

Dengan struktur tersebut di atas BWI akan lebih maksimal dalam 

pengelolaan wakaf sehingga wakaf akan terpelihara, terdata secara baik, serta 

mampu mengelola untuk pengembangan harta benda wakaf dan dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, meningkatkan kesejahteraan umat serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan meningkatkan pelayanan sosial yang 

lebih baik. 
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5. Pengelolaan wakaf BWI Kota Langsa 

BWI Kota langsa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan 

pembentukan perwakilan Badan wakaf Indonesia yang berada di wilayah kota 

Langsa dan  melakukan pembinaan terhadap nadzir serta tugas-tugas lainnya 

dalam pengelolaan wakaf di Kota langsa. Selain melakukan pembinaan,  ada 

beberapa langkah kongkrit yang dilakukan untuk menertipkan proses perwakafan 

di Kota Langsa, yaitu menyangkut pendataan dan pensertifikan.20  Selanjutnya 

langkah yang akan dilakukan oleh BWI Kota Langsa adalah, sebagai berikut: 

a. Penyuluhan secara kontinyu; 

b. Peningkatan peran dan fungsi wakaf; 

c. Mengadakan atau meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial yang 

ada; 

d. Merealisir pencatatan, pengaktaan tanah wakaf; 

e. Penataan pejabat dan nadzir; 

f. Pertemuan berkala antar kecamatan; 

g. Nadzir atau pejabat wakaf harus punya program kerja baik untuk jangka 

pendek dan jangka panjang; 

h. Nadzir harus punya pendidikan dan orang yang faham tentang wakaf dan 

upaya-upaya yang mesti dilakukan.21 

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh BWI Kota Langsa secara bertahap 

dan berkelanjutan bertujuan    untuk dapat dikelola harta wakaf secara baik agar 

manfaat sesuai dengan fungsinya.22 Sejak terbentuk BWI Kota Langsa pada Bulan 

Desember 2018, tugas, fungsi dan peranannya belum maksimal dapat dilasanakan 

dalam pengeloaan wakaf, disamping kehadiran BWI ini masih baru, keterbatasan 

SDM,  manajemen pengelolaan masih kurang efektif dan aspek anggaran dan 

 
20 Abdul Hakim, Hukum Perwakafan di Indonesia, c. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 112. 
21 Ibid., h. 113. 
22 Tri Hidayati, Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia, Upaya Intiminasi Antar Konsep dan 

sistem Hukum, (Jakarta: Smart Media, 2013), h. 15. 
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sarana dan prsarana pendukung lainnya yang masih keterbatasan, hal ini 

tergambar pada tabel berikut ini:  

Tabel : 3.2. 

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Pada BWIKota Langsa 

No.   :  Jenis Problematika   : Ringan : Sedang : Berat  :   Ket. 
    

11.     :    Pemahaman Masyarakat  :     -        :     ya      :             :    
12.     :    Status Objek Wakaf    :     -    :     -        :    ya    :  
13.     :    Dokumen Harta wakaf                  :      -       :      -       :    ya     : 
14.     :    Kualitas SDM pengelola  :     -        :     ya     :    ya     : 
15.     :    Profesional Nadzir   :     -        :     ya     :     -       : 
16.     :    Pengelolaan konsumtif  :    ya      :       -      :    -        : 
17.     :    Pengelolaan Produktif  :     -        :      -       :    ya     : 
18.     :    Manajemen Pengelolaan  :     -        :      -            ya     : 
19.     :    Efektif Pengelolaan                       :     -        :      ya     :     -      : 
20.     :    Sistem pengawasan  :     -        :      ya    :     ya    : 

    Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti Tahun 2022. 

Tabel di atas menunjukkan gambaran problematika pengelolan wakaf pada 

BWI Kota Langsa, hal karena BWI Kota Langsa baru tahun 2018 terbentuk 

dengan berbagai keterbatasan. Dalam kondisi yang relatif  terbatas dalam berbagai 

aspek, tetapi kehadiran BWI Kota Langsa memberi motivasi dan semangat bagi 

masyarakat dalam mewakafkan hartanya serta akan lebih komitmen dalam 

pengelolaan wakaf yang lebih baik dan efektif untuk kemajuan agama dan 

kesejahteraan masyarakat.23 

C. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa 

1. Latar Belakang Dibentuk Kementerian Agama Kota Langsa 

  Kota Langsa terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2001 tanggal 21 Juni 2001, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, 

yang sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan 

 
23 Hasil Wawancara dengan Abdullah A. Rahman (Keua BWI Kota Langsa), di Langsa, tanggal 5 
Juli 2008. 
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Pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan Kota Langsa sebagai 

Kota Administratif. Pada awal pembentukan, Kota Langsa hanya terdiri dari Dua 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur, kemudian pada 

tahun 2002 dimekarkan Kota Administratif menjadi Tiga kecamatan dengan 

bertambahnya kecamatan Langsa Kota, dengan 48 Kampung. Sesuai dengan 

Keputusan Walikota Langsa Nomor 5 tahun 2007, Kota Langsa dimekarkan lagi 

menjadi Lima Kecamatan, dengan bertambahnya Kecamatan Langsa Lama dan 

Kecamatan Langsa Baro, sekaligus pemekaran Kampung menjadi 51 Kampung. 

Lahirnya Qanun Nomor 4 tahun 2010 tentang pemekaran Kampung di Kota 

Langsa, maka Wilayah Kota Langsa menjadi 66 Kampung.24 

Kementerian Agama kota Langsa terbentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama (KMA)  Republik Indonesia Nomor 472 tahun 2003 tentang 

Pembentukan 28 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Indonesia, 

selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas pada Kementerian Agama Kota 

Langsa keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 13 tahun 2012 

tentang Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian 

Agama Republik Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa merupakan 

unit pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Langsa 

yang berada di wilayah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Propinsi Aceh. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa 

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kampung Jawa kecamatan Langsa 

Kota.25 

Kantor Kementerian Agama Kota Langsa memiliki tugas melaksanakan 

urusan bidang keagamaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian 

Agama dalam wilayah Kota Langsa berdasarkan kebijakan Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Kantor kementerian Agama 

Kota Langsa, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

 
24 Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 
25 Ibid. 
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1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan 

bergama masyarakat. 

2. Pembinaan, pelayanan bimbingan haji dan umrah serta zakat dan wakaf. 

3. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan. 

4. Pembinaan kerukunan umat beragama dan pelayanan masyarakat 

Khonghucu. 

5. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengolahan administrasi dan 

informasi. 

6. Pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi, dan sistem manajemen akuntansi 

barang milik negara serta penyusunan laporan keuangan. 

7. Pengkordinasian, perencanaan, pengedalian program dan pengawasan. 

8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksana tugas Kementerian Agama.26 

 

2. Struktur Organisasi, Visi dan Misi 

Kementerian Agama Kota Langsa dalam melaksanakan pelayanan 

keagamaan bagi masyarakat memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan 

tugasnya masing-masing seksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 

tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kota Langaa adalah Tipologi III A, 

dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Kantor, yang dikepalai oleh Drs. H. 

Hasanuddin. M.H. (2021-Sekarang), kemudian Kepala Sub. Tata Usaha, adalah 

Jakfar, S. Sos.I, dan dilengkapi dengan Tiga Kepala Seksi, Satu penyelenggara, 

yaitu, sebagai berikut: 

a. Seksi Pendidikan Islam; 

b. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah; 

c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; 

d. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; 

 
26 Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 
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Adapun visi Kementerian Agama Kota Langsa adalah “Terwujudnya 

Masyarakat Kota Langsa yang Maju, Amanah, Nyaman, Demokratis, Inovatif, 

Rukun dan Islami (Mandiri)”. Visi ini merupakan cerminan dan cara pandang 

Kantor Kementerian Agama Kota Langsa untuk berusaha, peka dan responsif 

terhadap perubahan sosial, perubahan pola pikir, dan perubahan prilaku yang 

berkembang di dalam kehidupan masyarkat Kota langsa, serta tingginya tuntutan 

masyarakat terhadap eksistensi fungsi dan keberadaan Kantor Kementerian 

Agama Kota Langsa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja serta 

pelayanan publik secara prima, dengan prinsip akuntabel dan profesional. 

Dalam melaksanakan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota 

Langsa meprioritaskan misinya sebagai berikut: 

a. Mewujudkan aparatur yang profesional dan proforsional; 

b. Meningkatkan pembinaan, pemahaman, pengamalan dan kerukunan umat 

beragama; 

c. Meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang 

mempunyai daya saing; 

d. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penyelenggaraan 

ibadah haji yang berkualitas.27 

 

3. Pengelolaan Wakaf 

Fungsi Pelaksanaan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, 

dalam struktur organisasi, merupakan Unit Penyelenggara zakat dan wakaf yang 

mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pengolahan data dan 

informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat 

dan wakaf. Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan secara ex officio 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam wilayah 

kecamatannya masing-masing, maka penyelolaan wakaf yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama Kota Langsa, tugas unit penyelenggaraan zakat dan wakaf, 

tidak terlepas dan memiliki peranan yang penting Kepala Kantor Urusan Agama 

 
27 Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 
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kecamatan sebagai PPAIW, terutama dalam proses administrasi ikrar wakaf, dan 

kegiatan-kegiatan pengelolaan wakaf lainnya. 

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam perberdayaan umat adalah 

wakaf. Wakaf memegang peran penting   dalam pengembngan sosial, ekonomi 

dan budaya masyarakat. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial yang cukup 

potensial untuk digali dan dikembangkan bertjuan untuk kepentingan agama, 

sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesejahteraan umat, untuk itu wakaf perlu 

dikelola secara profesional oleh lembaga pengelolaan wakaf. Satu diantara 

lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa adalah Unit Penyelenggaraan zakat 

dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Dalam pengelolaan wakaf 

Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Langsa, 

berperan telah mengambil peran aktif dalam melaksanakan pengelolaan wakaf 

dalam  wilayah kerjanya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai 

berikut: 

a. Sosialisasi Kesadaran Wakaf. 

Kegiatan sosialisasi wakaf dilaksanakan bertujuan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan 

wakaf yang lebih baik, profesional dan produktif, serta dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel sesuai dengan 

syariah dan undang-undang wakaf, karena wakaf merupakan potensi yang sangat 

besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemberdayaan wakaf 

terus dikembangkan. Wakaf merupakan salah satu langkah strategis yang 

bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan kesejahteraan sosial, 

dan  memiliki kekuatan ekonomi yang dapat memajukan kesejahteraan umum. 

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan sistem perwakafan dan pengelolaannya belum efesien, 

sehingga berbagai kasus tanah wakaf timbul dalam masyarakat, maka sosialisasi 

penting dilaksanakan, agar pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan sesuai dengan 

syariah dan perundang-undangan wakaf yang berlaku. 
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Kegiatan sosialisasi wakaf yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggraan 

Zakat dan wakaf, dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya: sosialisasi 

kepada para Imam Kampung, Penyuluh Agama, kepada Tokoh-Tokoh Adat, 

Tokoh-Tokoh Masyarakat, kepada Pegawai Negeri Sipil, baik dilakukan dalam 

bentuk, ceramah, media-media pertemuan masyarakat, media sosial, media massa, 

dan bentuk-bentuk lainnya. Sosialisasi ini untuk memberi pemahaman yang 

memadai tentang wakaf, berkaitan dengan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, 

tujuan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat. Dalam sosialisasi biasa 

dihadirka orang ahli dalam bidang wakaf, sehingga informasi yang diberikan 

kepada masyarakat secara tuntas.28 

b. Pembinaan Nadzir Wakaf. 

Pengelolaan wakaf secara baik dan benar dapat memberikan manfaat yang 

luar biasa bagi kemaslahatan umat. Nadzir wakaf memegang peranan penting 

dalam pengelolaan wakaf, pembinaan nadzir wakaf agar pengelolaan wakaf dapat 

dilakukan secara profesional, serta untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan 

pemerintah, ormas Islam dan lembaga-lembaga lainnya, dalam rangka 

mengkordinir nadzir untuk program pemberdayaan wakaf. Selain itu nadzir 

menjadi mediator untuk mengembangkan kegiatan ekonomi wakaf untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat dan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-

lembaga badan wakaf yang ada di wilayah kerja nadzir. 

Potensi wakaf di Kota langsa sangat besar, namun belum dimanfaatkan 

secara maksimal, maka pendampingan, pelatihan, dan pembinaan untuk 

meningkatkan profesional, maka pembinaan nadzir meningkatkan kualitas 

pemahaman dan pengelolaan wakaf untuk dapat memberdayakan wakaf, selain itu 

pengurusan wakaf dapat dilaksanakan secara legalitas, resmi, bersertifikat dan 

 
28 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam 
Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 
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untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan tentang pengelolaan wakaf 

yang produktif di Kota Langsa.29 

c. Pelayanan dan Bimbingan Wakaf. 

Kegiatan pelayanan dan bimbingan wakaf dilakukan dalam rangka 

menyelesaikan perbagai persoalan wakaf yang terjadi dalam masyarakat. Wakaf 

bukan semata-mata aset umat, tetapi juga aset bangsa, untuk itu perlu pengelolaan 

secara optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, 

sehingga tidak menimbulkan permasalah, seperti: pembatalan, pengalihan status, 

diperjual belikan, pendataan dan sebagainya. Untuk itu, layanan bimbingan dan 

konsultasi wakaf yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan Zakat wakaf Kantor 

Kementerian Kota langsa dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan berbagai 

persolan wakaf yang terjadi, dalam layanan dan bimbingan wakaf ini juga 

melibatkan unsur para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di 

daerah persaolan wakaf itu terjadi. 

d. Pendataan dan Pembuatan Sertifikat wakaf. 

Pendataan wakaf merupakan program yang menjadi prioritas Unit 

Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, ini 

dilakukan untuk mengetahui status dan dasar hukum kepemilikan wakaf dan 

untuk melihat potensi dan peluang pengembangan wakaf. Ditemukan dilapangan 

kemampuan nadzir wakaf yang lemah, sehingga sebagian wakaf belum terdata 

dengan baik dan belum tersertifikasi. Pendataan wakaf dilakukan dengan cara 

mengklarifikasi, singkronisasi, validitasi,  dan untuk memudahkan rekapitulasi 

tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat, yang belum sertifikat, yang sudah ada 

Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan yang 

belum ada dukomen wakaf sama sekali. Tanah wakaf yang diberikan masyarakat 

untuk kepentingan umum harus dikelola dengan pendataan yang baik, diperjelas 

status dan untuk kepentingan umum. Pendataan juga dilakukan  untuk 

 
29 Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor 
Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022. 
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menertibkan aset tanah wakaf sehingga tersusun secara valid untuk memudahkan 

tindak lanjut pengelolaan, pengembangan dan pengawasan.30 

Pendataan tanah wakaf yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan zakat 

dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dilaksanakan dengan 

sistematis melalui mekanisme sebagai berikut: 

Pertama: Nadzir yang ada disetiap kampung melakukan pendataan 

dengan cara mengumpulkan semua harta wakaf lengkap dengan dokumen yang 

dimiliki. Setelah terkumpul semua melakukan verifikasi dan validitas terhadap 

dokumen-dokumen. Harta wakaf yang memiliki dokumen lengkap disampaikan 

kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, selaku Pejabat pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk 

diproses pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW) atau Akta Penganti Akta Ikrar 

Wakaf (APAIW). Sedangkan yang belum lengkap dokumen wakaf dilengkapi 

terlebih dahulu dokumen wakaf, setelah lengkap juga diteruskan kepada PPAIW 

kecamatan setempat. Sementara yang sudah memiliki sertifikat dikelola oleh 

nadzir sesuai dengan potensi wakaf yang dimiliki.31 

Kedua: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan selaku PPAIW 

melakukan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Penganti Akta 

Ikrar Wakaf (APAIW). Sejalan dengan tersebut melakukan pendataan, pemetaan 

tentang potensi dari wakaf tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya sesuai 

dengan tujuan wakaf. Selesai proses AIW atau APAIW, disampaikan kepada Unit 

Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa 

secara lengkap untuk dapat dikelola secara baik sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku dan kepentingan agama dan masyarakat.32 

 
30 Hasil wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian 
Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022. 
31 Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang Langsa 
Kota), pada tanggal 6 Juli 2022. 
32 Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini  (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama),  pada tanggal 
6 Juli 2022. 
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Ketiga: Unit Penyelenggaraan Zakat dan wakaf Kantor Kementerian 

Agama Kota Langsa, melakukan proses pembuatan sertifikat tanah wakaf secara 

bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk pengurusan sertifikat. Biaya 

proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf bersumber dari Kantor Kementerian 

Agama  Kota Langsa dan dari Batul Mal Kota Langsa. Agar proses penyelesaian 

sertifikat tanah wakaf bisa selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan, 

Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf bekerjasama dengan Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Langsa, sampai tahun 2021 telah menyelesaikan 

sertifikat tanah wakaf sejumlah 233 persil dengan 65,68 Ha. Dan masih dalam 

proses penyelesaian sertifikat sejumlah 126 persil dengan luas 32, 72 Ha.33 Dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel : 3.3. 

Data Tanah Wakaf Kota Langsa Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2021 

No.   : Kecamatan   : Luas (Ha)  : Jumlah Sertifikat:  Ket. 

01.     :  Langsa Kota   :      1,63 : 35       : 
02.     :  Langsa Barat  :       2,18         :           42              : 
03.     :  Langsa Timur  :       8,05         : 48       : 
04.     :  Langsa Lama  :       1,26         :  44       : 
05.     :  Langsa Baro   :      19,80        :           64       : 

   Jumlah   :      32,96        :         233 
__________________________________________________________________ 

Sumber : Dokumentasi Kemenag Kota Langsa Tahun 2021. 

Tabel di atas menujukkan bahwa Unit Penyelengara Zakat dan Wakaf 

Kantor Kementerian Agama Kota Langsa telah melakukan pendataan sertifikat  

tanah wakaf sebanyak 233 persil (32,96 Ha.). Dengan status yang jelas akan lebih 

mudah upaya pengelolaan yang efektif dan produktif untuk kepentingan agama 

dan kepentingan umum. 

 
 

33 Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani  (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor 
Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 
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Tabel : 3.4. 

Data Tanah Wakaf Kota Langsa Yang Belum Sertifikat Tahun 2021 

No.   : Kecamatan   : Luas (Ha)  : Jumlah Sertifikat:  Ket. 

01.     :  Langsa Kota   :      3,55          : 45       :     
02.     :  Langsa Barat  :      0,83 : 23       : 
03.     :  Langsa Timur  :      1,77 : 16       : 
04.     :  Langsa Lama  :     12,86  : 11       : 
05.     :  Langsa Baro   :     13,71 : 31       :       

   Jumlah   :     32,72 :         126    
__________________________________________________________________ 

Sumber: Dokumentasi Kemenag Kota Langsa tahun 2021 

Dabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Langsa masih luas tanah wakaf 

yang belum memiliki sertifikat mencapai 126 persil (32,72 Ha.), hal ini 

disebabkan keterbatasan anggaran, dokumentasi belum lengkap dan manajemen 

pengelolaan belum efektif  sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam proses 

persertifikasi tanah wakaf. 

Keempat: Setelah selesai pembuatn sertifikat tanah wakaf dimaksud, Unit 

Penyelenggara Zakat dan wakaf, melakukan pembuatan papan nama wakaf untuk 

dipancangkan pada tanah wakaf, agar masyarakat mengetahui tanah wakaf, baik 

status, potensi, pengelolaan dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat 

umum.34 

Tahapan-tahapan ini dilakukan dalam pendataan dan persertifikatan tanah 

wakaf  serta untuk mudah pengelolaan dan pengembangan sehingga harta wakaf 

benar-benar dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk kesejahteraan 

masyarakat umum. 

Dalam pengelolaan harta wakaf pada Unit penyelengara Zakat dan Wakaf 

Kementerian Agama Kota Langsa masih banyak dijumpai problematika, baik 

 
34 Hasil Wawancara, ... Ibid. 
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problematika ringan, sedang dan berat, sehingga menjadi hambatan untuk 

berkembang secara produktif harta wakaf tersebut. Hasil penelitian dapat 

digambarkan problematika pengelolan wakaf pada tabel berikut ini: 

Tabel : 3.5. 

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Kemenag Kota Langsa 

No.   :  Jenis Problematika   : Ringan : Sedang : Berat  :   Ket. 
    

21.     :    Pemahaman Masyarakat  :     -        :     ya     :     -      :   
22.     :    Status Objek Wakaf    :     -    :      ya    :     -       :  
23.     :    Dokumen Harta wakaf                  :     ya      :      -       :    -       : 
24.     :    Kualitas SDM pengelola  :     -        :     ya     :    ya     : 
25.     :    Profesional Nadzir   :     -        :     ya     :     -       : 
26.     :    Pengelolaan konsumtif  :    ya      :       -      :    -        : 
27.     :    Pengelolaan Produktif  :     -        :      -       :    ya     : 
28.     :    Manajemen Pengelolaan  :     -        :      -            ya     : 
29.     :    Efektif Pengelolaan                       :     -        :      ya     :     -      : 
30.     :    Sistem pengawasan  :     -        :      ya    :     ya    : 

    Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti Tahun 2022. 

Tabel di atas mengambarkan banyak problema dalam pengelolaan harta 

wakaf pada Unit Penyelengara Zakat dan wakaf Kota Langsa. 
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BAB IV 

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA 

 Pengelolaan harta wakaf rawan terjadinya problem, sehingga berdampak 

pada manfaat dan kegunaan harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan tujuan 

wakaf, supaya harta wakaf dapat dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf 

secara baik dan profesional, lahirlah berbagai ketentuan dan undang-undang 

tentang pengelolaan wakaf, sekalipun demikian dalam pengelolaan tetap dijumpai 

sejumlah problem, yang menjadi kendala dan hambatan yang berdampak pada 

kegunaan, kemanfaatan serta pengelolaan harta wakaf belum produktif. Hasil 

penelitian yang dilakukan pada lembaga pengelolaan harta benda wakaf Kota 

Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota 

Langsa, dan Kementerian Agama Kota Langsa, didapatkan problem-problem 

dalam  pengelolaan wakaf.    

A. Rendahnya Pemahaman Masyarakat 

Wakaf merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada aspek sosial, 

berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam pengertian yang lebih luas wakaf 

tidak hanya dimensi ibadah, melainkan diemensi sosial mengingat berdampak luas 

terhadap penguatan ketahanan ekonomi.1 Pada Zaman Rasulullah dan Sahabat 

benda wakaf dalam bentuk kebun dan tanah, Abu Bakar mewakafkan sebidang 

tanah di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunan yang datang ke 

Makkah, Usman mewakafkan hartanya di Khaibar.2 

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya disosialisasi 

pada objek wakaf berupa kebun dan lain sebagainya, seperti pada zaman 

Rasulullah dan Sahabat, akan tetapi sudah menambah kepada wakaf bentuk lain. 

Di Indonesia aturan-aturan mengenai wakaf, termasuk objek wakaf telah diatur 

dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci 

 

1 Abas Sambas, Perkembangan pengelohan Wakaf di Indonesia, Potensi dan Tantangan, Jurnal 

Bimas Islam, Vo. 7, No. IV/2014, h. 99. 
2 Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan  Haji, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 

(Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2013), h. 7. 
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objek wakaf dilembar Negara RI tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan 

bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memiliki nilai dan 

dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri dari atas 

benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang 

tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: a). Uang, b). Logam mulia, c). Surat 

berharga, d). Kenderaan, e). Hak atas kekayaan intelektual, f). Hak sewa, g). 

Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).3 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpukan data 

teknik wawancara dengan pengurus Badan pengelolaan wakaf di Kota Langsa dan 

observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di beberapa kampung yang 

memiliki harta benda wakaf, ditemukan bahwa pemahaman tentang wakaf 

masyarakat Kota Langsa masih rendah, “hal ini terihat masyarakat masih 

memahami wakaf itu hanya sebatas persoalam agama dan untuk kepentingan 

ibadah semata dan jenis wakaf terbatas pada kebun dan tanah semata”, Di 

samping itu sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak produktif, serta 

aspek-aspek pemahaman lainnya. Pemahanan yang sebagaimana tersebut di atas 

tentang wakaf masyarakat Kota Langsa, sehingga wakaf tidak berkembang 

sebagaimana yang diharapkan dan tidak efektif sebagai sarana sosial keagamaan 

yang dapat membantu masyarakat fakir dan miskin. Wakaf belum berfungsi untuk 

menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kota Langsa.4 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Kota Langsa 

terhadap rendahnya pemahaman tentang wakaf, adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Internal. 

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang dan 

masyarakat yang berpengaruh terhadap intelektual dan pemahaman terhadap 

sesuatu masalah yang ada dalam kehidupannya, termasuk pemahaman masyarakat 

 

3 Ikham, Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai, Jurnal Mu’amalah, Vo. IV, 

No. 2 Agustus 2004, h. 69. 
4 Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), Pada 

Tanggal  14 Juli 2022. 
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Kota Langsa terhadap wakaf. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor internal 

masyarakat Kota Langsa rendah pemahaman terhadap wakaf adalah: 

a. Faktor Minat. 

Minat merupakan salah satu keterkaitan seseorang terhadap sesuatu objek. 

Minat termasuk aspek pribadi individu yang perlu dikenali dan difahami oleh 

pengelola wakaf, sebab minat dapat mendorong kepada motivasi untuk 

melaksanakan perbuatan wakaf. Dari berbagai informasi dan observasi yang 

dilakukan, minat masyarakat Kota Langsa rendah, hal tersebut mempengaruhi 

terhadap pemahaman wakaf. Seseorang yang berminat terhadap wakaf terus 

mencari tahu tentang wakaf untuk mencapai pemahaman yang luas, sebaliknya 

orang yang tidak memiliki minat terhadap wakaf akan cenderusng tidak peduli 

dan akhirnya kurang memahami terhadap keberadaan wakaf.5 

b. Faktor Motivasi. 

Motivasi merupakan satu dorongan yang ada dalam diri seseorang 

manusia untuk mencapai sesuatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi yang tinggi 

kepada sesuatu akan memberikan pemahaman yang mendalam, demikian juga 

apabila motivasi kurang terhadap sesuatu masalah, akan rendah pemahaman 

terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

motivasi masyarakat Kota Langsa rendah terhadap keberadaan wakaf,  motivasi 

yang rendah ini tentu akan mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap aktifitas wakaf yang dilaksanakan.6 

c. Faktor Individu. 

Setiap individu memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, ada yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat kemampuan dasar 

tersebut akan mempengaruhi terhadap pemahaman kepada sesuatu masalah yang 

berkembang. Individu yang memiliki  kemampuan tinggi biasanya memiliki 

motivasi yang kuat untuk memahami segala sesuatu, sedangkan individu yang 
 

5 Hasil Pengamatan peneliti,  Tentang Aktifitas Wakaf  pada Msyarakat Kampung Sukarejo  

Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15-16, Juli 2022. 
6 Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), pada 

tanggal 14 Juli 2022. 
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memiliki kemampuan rendah tentu malas  untuk memahami sesuatu secara 

mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota 

Langsa memilikiki kampuan dasar yang rendah terhadap wakaf, sehingga kurang 

termotivasi untuk mencari berbagi informasi yang berkaitan dengan wakaf, hal ini 

berdampak kepada rendahnya katifitas pengelolaan wakaf yang dilaksanakan di 

dalam masyarakat Kota Langsa.7 

2. Faktor Eksternal. 

Faktor eksternal merupakan segala penyebab dari luar diri seseorang yang 

akan mempengaruhi segala sesuatu terhadap pemahaman seseorang, baik faktor 

keluarga, faktor linkungan, faktor pendidikan dan faktor masyarakat. Faktor-

faktor ini akan mempengaruhi terhadap pekembangan intelektual seseorang dalam 

kehdupan ini, dan mendorong terbentuknya sebuah pemahaman, termasuk 

pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Adapun faktor dari luar yang 

menyebabkan masyarakat Kota Langsa rendah terhadap pemahaman wakaf adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Lingkungan. 

Faktor lingkungan akan mempengaruhi terhadap perkembangan intelaktual 

masyarakat, seperti kehidupan orang tua dalam rumah tangga, aktifitas anggota 

keluarga dalam lingkungan rumah tangga, dan aktifitas-aktifitas lingkungan 

masyarakat tempat hidup sehari-hari. Faktor  lingkungan ini memberi pengaruh 

terhadap tingkat pemahaman masyarakat yang ada di sekitar kehidupannya, 

termasuk pemahaman terhadap perkembangan wakaf. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktik-praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat Kota 

Langsa, masih terbatas pada wakaf-wakaf kebun dan tanah, sementara wakaf lain 

masih sangat terbatas, apalagi publikasi untuk masyarakat umum juga sangat 

terbatas, hal ini akan berdampak kepada pemahaman masyarakat yang kurang 

memadai tentang wakaf. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa masyarakat 

 

7 Hasil Pengamatan Peneliti Tentang Aktifitas Perwakafan Masyarakat  Baya Bujok Tunong 

Kecamatan Langsa Baru, pada tanggal 15- 16 Juli 2022. 
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Kota Langsa secara menyeluruh memahami wakaf  kurang memadai, hanya pada 

wilayah masyarakat tertentu yang memahami sudah memadai.8 

b. Faktor Pendidikan. 

Pendidikan merupakan upaya dan kegiatan untuk bertambah ilmu 

pengetahuan dan memajukan peradaban, baiknya pendidikan masyarakat tentang 

satu-satu bidang ilmu pengetahuan, tentu kualitas kehidupan akan lebih baik dan 

mencerminkan peradaban masyarakat tersebut dengan nilai-nilai yang baik, 

selanjutnya Pendidikan juga akan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. 

Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan meningkatkan wawasan. Semakin banyak bentuk dan media pendidikan 

wakaf yang terjadi dalam masyarakat, semakin tinggi pemahaman masyarakat 

terhadap wakaf, dan sebaliknya, bila pendidikan wakaf dan media-media yang 

membahas tentang wakaf terbatas dalam masyarakat, maka semakin rendah 

pemahaman masyarakat. Hasil penelitian ditemukan, bahwa aktifitas pendidikan 

wakaf dalam masyarakat Kota Langsa dapat dikatakan masih relatif rendah, baik 

pendidikan resmi pelatihan dan pengajian maupun melalui media dan furom-

forum kajian tentang wakaf, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 

Kota Langsa masih terbatas sekali terhadap wakaf.9 

c. Faktor Informasi. 

Informasi menjadi faktor eksternal yang memberi pengaruh terhadap 

tingkat pemahaman seseorang secara lengkap dan mendalam. Karena informasi 

menjadi sumber ilmu dan dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Hasil 

penelitian yang dilakukan, bahwa informasi-informasi tentang wakaf dalam 

kehidupan masyarakat Kota Langsa, sangat terbatas sekali, baik yang dilakukan 

oleh pengelola wakaf maupun lembaga-lembaga terkait dan media-media yang 

ada, hal ini, menunjukkan bahwa pemahaman tentang wakaf kota Langsa sangat 

 

8 Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Barat), pada 

tanggal 15 Juli 2022. 

 
9 Hasil wawancara Dengan Bapak  Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), pada 

Tanggal 5 Juli 2022. 
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terbatas, maka akibat dari pemahaman yang rendah berdampak kepada 

pengelolaan wakaf yang kurang profesional.10 

B. Pendataan Objek Wakaf yang Belum Baik 

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, 

dengan peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya 

bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki 

kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk mamajukan kehidupan 

masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini perlu dikembangkan 

pemanfatan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pengembangan wakaf yang produktif menjadi alternatif 

sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum, namun 

sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara 

produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.11 

 Praktek wakaf yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan 

tertip dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara 

sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara 

melawan hukum, Keberadaan wakaf demikkian diantara faktornya adalah karena 

objek wakaf belum tertata secara baik sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Keadaan tersebut tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nadzir 

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, akan tepai karena juga 

sikap masyarakat yang kurang peduli dan belum memahami status harta benda 

wakaf secara benar, yang seharusnya dilindungi demi untuk terciptanya 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf. Dalam 

upaya melindungi harta benda wakaf adalah keharusan nadzir didaftarkan pada 

Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kewajiban 

 

10 Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tangal 

8 Juli 2022. 
11 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 410. 
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pendaftaran ini, dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi 

wakaf guna melindungi harta benda wakaf.12 

Pengelola wakaf wajib mendata, mencatat dan pengadministrasian semua 

objek wakaf dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta 

diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatrur mengenai 

wakaf. Hal ini bertujuan agar terciptanya tertip administrasi dan pendataan harta 

wakaf, guna melindungi hak wakaf. Dalam undang-undang wakaf ditegaskan, 

bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf dilakukan secara baik, 

sesuai dengan ketentuan yang berlakudan dapat diakses untuk kepentingan 

masyarakat umum, sehingga kegunaannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

Di samping itu, dengan pendataan objek wakaf yang baik, dapat menyelamatkan 

harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan 

wakaf. Pendataan harta benda wakaf yang baik erat kaitannya dengan kemampuan 

profesional nadzir sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk pengurusan 

dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek 

pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah biasanya yang 

menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan 

akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan.13  

Pendataan harta benda wakaf yang belum berjalan sesuai undang-undang, 

semua objek wakaf belum terdata secara teratur, Faktor ini diantara disebabkan 

oleh eksistensi nadzir dan  pengelola belum bekerja secara maksimal, serta belum 

solidnya lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang ada di Kota Langsa 

membangun sinergisitas dalam menerapkan manajemen wakaf yang modern 

dengan berbagai strategi yang dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat 

setempat.14 Apabila wakaf belum dikelola secara profesional, maka berbagai 

 

12 Rochmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 68. 
13 Achmad Djunaidi dann Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya 

Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2006), h. 89. 
14 Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 

16  7 Juli 2022. 
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potensi yang dimiliki dari berbagai harta benda wakaf tidak dapat dikembangan 

yang mampu memenuhi berbagai keperluan sarana ibadah dan juga tidak mampu 

untuk menjawab kesengjangan sosial masyarakat. Wakaf hanya sebagai persoalan 

agama semata yang sakral dan untuk kebutuhan konsunsif bagi masyarkat fakir 

dan miskin.15 

Hasil penelitian, dalam pengelolaan wakaf pada masyarakat Kota Langsa, 

didapatkan beberpa faktor yang menyebabkan, semua objek wakaf tidak terdata 

dengan baik, yaitu: 

1. Nadzir wakaf belum semua memiliki kualifikasi keilmuan wakaf yang 

standar dan belum mampu bekerja secara profesional. 

2. Belum semua harta benda wakaf memiliki Akta Ikrar wakaf (AIW) 

dan sertfikan wakaf. 

3. Harta benda wakaf belum dapat dipetakan potensi untuk dikelola dan 

dikembangkan secara produktif. 

4. Masih banyak harta benda wakaf yang terjadi masalah di kampung-

kampung, proses wakaf dan dokumen wakaf masih ada yang terlantar. 

5. Masih ada harta benda wakaf dikuasai oleh orang yang tidak  berhak, 

hasilnya tidak dimanfaatna sesuai aturan. 

6. Terdapat sebagian harta wakaf dikelola oleh nadzir wakaf, tetapi 

bersifat pribadi dan kekeluargaan, sehingga tidak transparan dan tidak 

dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum. 

7.  Masih terdapat sebagian harta wakaf, yang belum memiliki akta ikrar 

wakaf, karena wakaf ini dilakukan pada masa yang lalu, sekarang harta 

benda wakaf sudah cukup bernnilai ekonomis, akibat tidak memiliki 

surat, wakaf tersebut dibatalkan oleh anak cucunya. 16 

 

15 Hasil Wawancara Dengan Bpk Azhar, (Ka. KUA/PPAIW) Kecamatan Langsa Timur, pada 

tanggal 15 Juli 2022. 
16 Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Blang Kecamatan Langsa Kota, Kampung Matang 

Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kampung Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro, pada 

tanggal 14-15 Juli 2022. 
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Dengan demkian, keberadaan objek harta benda wakaf di Kota Langsa 

belum terdata secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

hal ini  terlihat dari hasil observasi yang dilakukan dalam mayarakat tentang 

keberadaan wakaf, maupun studi dokumentasi administrasi wakaf yang ada pada 

lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum menunjukkan pendataan objek 

harta benda wakaf secara teratur dengan pengadministrasi yang baik. 

 

C. Rendahnya Kualitas SDM Pengelola 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki potensi untuk 

berkembang dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah 

yang diembankan. SDM merupakan aspek yang sangat penting pada setiap 

lembaga, karena SDM akan menentukan kualitas kinerja dan pengembangan 

lembaga tersebut, jika pada sebuah lembaga SDM nya tidak terpenuhi standar 

yang diinginkan, maka lembaga tersebut tidak berkembang, tidak dapat 

menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. SDM yang baik  akan melahirkan 

pekerjaan yang berkualitas untuk kemajuan lembaga. Dengan SDM yang baik 

juga dapat mengelola lembaga secara profesional untuk lebih baik memberikan 

manfaat kepada semua elemen masyarakat yang terkait dengan lembaga 

dimaksud.  

Pengelola wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip menajemen modern, 

yakni memiliki keahlian dan ketrampilan kusus untuk dapat menjalankan 

pekerjaan dengan baik, ini dimiliki dengan pelatihan dan pengalaman yang 

memadai sehingga memungkinkan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

profesional untuk menjalankan tugas dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, 

kemudian memiliki integritas yang teruji untuk melayani sesuai dengan 

profesinya dan dapat ditunjukkan kepada masyarakat, memiliki kode etik 

pengelola wakaf serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam 
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melaksanajan pekerjaan pengelolaan wakaf, ini menjadi kualifikasi Sumder Daya 

Manusia (SDM) pengelolaan wakaf.17 

Berkaitan dengan SDM pengelolaan wakaf pada Lembaga-Lembaga 

Wakaf dan nadzir, hasil observasi dan stusi dokumentasi peneliti, ditemukan, 

bahwa SDM nadzir pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langs dapat 

dikatakan rendah, hal ini terlihat tidak semua pengelola wakaf dan nadzir wakaf 

belum mengikuti pelatihan kenadziran, pengalaman manajerial pengelola wakaf 

masih relatif singkat, kemampuan pengetahuan tentang wakaf relatif kurang 

memadai serta kurang kreatif dan tidak ada inovasi dalam pengelolaan wakaf. 

Rendahnya Sumber SDM pada lembaga pengelolaan wakaf dan nadzir wakaf, 

membuat pengelolaan wakaf tidak dapat menjalankan dengan manajemen modern, 

proses wakaf di Kota Langsa kebanyakan masih menggunakan azas kepercayaan, 

Banyak para wakif yang menyerahkan hartanya kepada tokoh agama seperti 

Tengku, Ustad dan Guru-guru pengajian lainnya, karena mereka sudah dipercayai 

menangani harta wakaf tersebut, sekalipun kurang kemampuan dan kualitas 

manajerial untuk mengelola secara efektif sesuai dengan tujuan wakaf.18 

 

D. Manajemen belum profesional 

Pendayagunaan wakaf secara baik dan produktif mengharuskan pengelola 

yang profesional dengan sistem manajemen yang modern, yaitu manajemen yang 

dimulai dari perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating) dan pengawasan (controlling), unsur-unsur ini untuk mendorong 

pengelolaan wakaf secara profesional. Penerapan prinsip manajemen tersebut agar 

pengelolaan wakaf secara efektif dan efesien dan sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 2004, dalam pasal 64 menyebutkan, bahwa pelaksanaan 

pengawasan dapat menggunakan jasa akuntansi publik. Dalam lembaga 

pengelolaan wakaf fungsi pengawasan ini akan terimplikasikan pada terwujudnya 

 

17 Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tanggal 

8 Juli 2022. 
18 Hasil Wawancara Dengan Bpk Zaini (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 

Juli 2022. 
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good gavernance (tata kelola yang baik) yang dicirikan dengan ditegakkannya 

prinsip akuntabilitas. Kemudian pada tahap implementasi akuntabilitas ini akan 

berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (public trust) pada lembaga 

pengelola wakaf. 

Dari hasil observasi peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota 

Langsa, yaitu:  Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI)  Kota 

Langsa, dan Kementerian Agama Kota Lagsa tentang aktifitas manajemen 

pengelolaan wakaf ditemukan, bahwa manajemen pengelolaan wakaf belum 

berjalan secara profesional, sebagi akibat cukup banyak harta wakaf yang terlantar 

dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebab 

antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah  

untuk bangunan rumah ibadah dan lembaga pendidikan, sementara itu wakif 

kurang memikirkan biaya operasional lembaga tersebut, serta nadzir yang kurang 

profesional, oleh karena itu manajemen pengelolaan wakaf sangat penting, kurang 

berfungsi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kota langsa, dikarenakan 

wakaf tidak dikelola secara produktif.19 Untuk mengatasi masalah ini, paradigma 

baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara 

produktif dengan menggunakan manajemen modern.20 

Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diimplementasikan, 

mengingat lembaga pengelolaan wakaf yang belum mengedepankan prinsip-

prinsip akuntabilitas. Sehingga dikhawatirkan akan terimplikasi pada hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa.21 

Dalam pengelolaan wakaf, kepercayaan masyarakat merupakan sosial capital 

yang sangat penting, apabila hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga 

pengelolaan wakaf, tujuan wakif yang ingin menjadikan wakaf sebagai intrumen 

untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai serta wakaf juga tidak 

 

19 Hasil Observasi Peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Baitul Mal. BWI dan 

Kantor Kementerian Agama), pada tangal 15 – 16 Juli 2022. 
20 Firman Muntaqo, “Problema dan Prospke wakaf Produktif di Indonesia, Dalam Jurnal Al-

Ahkam, edisi No. 1, vol 25, 2015. 
21 Hasil Observasi Peneliti,....pada tanggal 15 – 16 Juli 2022. 
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bermanfaat terhadap lembaga pendidikan, sarana ibadah dan peningkatan kualitas 

keagamaan masyarakat. 

Manajemen profesional adalah, dalam pengelolaan wakaf dapat diterapkan 

fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisaian, fungsi 

pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara 

baik pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota langsa. Hal ini melalui 

observasi peneliti dan wawancara dengan Penyelenggra Zakat dan Wakaf Kantor 

Kementerian Kota Langsa, Ketua BWI Kota Langsa serta Pengurus Baitul Kota 

Langsa, “bahwa pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum ada 

perencaan yang baik dalam pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, belum 

ada pengorganisasian yang baik tentang data dan pengelolaan yang dapat 

menunjang kesejahteraan umat, belum ada program pelaksanaan program yang 

sudah tesusun secara berkelanjutan dan juga pengawasan terhadap harta wakaf 

yang.22  Dengan demikian manajemen pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di 

Kota Langsa belum berjalan secara profesional, masih bersifat konfesional. 

 

E. Lemahnya Sistem Pengawasan 

Sistem pengawasan harta wakaf merupakan aspek yang sangat penting 

untuk diketahui perkembangan dan pemanfaatan harta wakaf. Pengawasan 

dilakukan sesuai aturan oleh yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengelolaan oleh nadzir 

dan lembaga pengelolaan wakaf. Lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor 

tidak efektif dan kurang berkembangan pengelolaan wakaf di Kota Langsa. 

Masalah pengawasan adalah hal yang sangat penting dilakukan, sudah sekian 

lama pengelolaan wakaf di Kota Langsa kurang mendapat pengawasan yang 

serius sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pengawasan 

pengelolaan wakaf, akibatnya cukup banyak harta wakaf  yang terlantar, bahkan 

ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai daerah yang sudah 

 

22 Hasil Wawancara Dengan pengurus Baitul Mal Kota Langsa, Pengurus BWI Kota Langsa, dan 

Penyelenggara Zakat dan Wakaf kantor Kementerian Kota Langsa, pada tanggal, 4 – 7 Juli 2022. 
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berkembang wakaf unsur pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dalam 

pengelolaan harta wakaf, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf 

uang atau benda bergerak, dalam hal ini setiap lembaga wakaf, apalagi nadzir 

harus siap untuk diaudit terhadap pengelolaan harta wakaf.23 

Dari sejumlah data-data dan dokumen yang Peneliti temukan, bahwa 

pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum dilaksanakan pengawasan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga 

pengelolaan wakaf belum bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan wakaf di Kota Langsa, terbukti 

dengan data-data yang didapatkan peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Masih banyak harta wakaf yang belum terdata dan tidak memiliki Akta 

Ikrar Wakaf (AIW). 

2. Terdapat sejumlah wakaf yang bermasalah, baik dari aspek status 

maupun dalam pengelolaan. 

3. Harta wakaf yang hasilnya tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan 

wakaf. 

4. Terdapat harta wakaf yang dibatalkan oleh ahli warisnya. 

5. Harta wakaf masih dikelola oleh bukan nadzir tetapi orang tertentu 

yang hasilnya digunakan untuk pribadi bukan untuk kepentingan 

masyarakat umum. 

6. Harta wakaf yang dikelola oleh yang bukan nadzir dan sudah turun-

temutun dari keluarnya. 

7. Tidak ada pelaporan yang terdokumentasi dalam pengelolaan harta 

wakaf yang jelas dan bisa diaudit oleh akuntan publik.24 

Perkembangan data wakaf tersebut akan berdampak terhadap rendahnya 

kepercayaan wakif kepada nadzir dan lembaga dalam  pengelolaan wakaf. 

Sekalipun demikian, pengawasan dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk 
 

23 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Islam Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 
24 Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor kementerian 

Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 
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ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin, bertujuan untuk melihat efektifitas dan 

akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga akan diketahui oleh publik, serta untuk 

menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf serta wakaf akan 

berkembang dan lebih prospek di masa akan datang. 

Pengawasan saecara konprehensif sangat penting dilakukan, karena wakaf 

merupakan salah satu intrumen penting dalam Islam. Wakaf memiliki tata aturan 

tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh ketentuan tentang wakif 

yang mempunyai hak berkaitan dengan peruntukan wakaf, kemudian ada 

ketentuan tentang nadzir yang harus amanah serta profesional dalam pengelolaan 

wakaf yang diterima. Perihal pengawasan ini harus diakomodasi dengan 

perangkat regulasi yang lengkap, meliputi segala masalah yang terkait dengan 

wakaf. 

Pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, permasalah pengawasan 

yang terjadi adalah tidak ada laporan secara berkala, sehingga tidak ditemukan 

data yang komprehesif mengenai pengembangan wakaf, demikian juga tidak 

dapat diketahui bagaimana nadzir mengelola harta wakaf apakah sudah sesuai 

dengan hukum yang berlaku atau belum, pada akhirnya tidak diketahui apakah  

terjadi penyimpangan serta komplik dan permasalahan yang terjadi di lapangan, 

karena tidak ada laporan yang dilakukan secara baik dan tidak teratur. 

Pengelolaan seperti ini merupakan sistem pengawasan yang lemah. 
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BAB V 

ANALISA SOLUSI TERHADAP PROBLEMA PENGELOLAAN WAKAF 

A.  Peningkatan Pemahaman Wakaf Bagi Masyarakat 

Pemahaman masyarakat menjadi salah satu problem yang dihadapi dalam 

pengelolaan wakaf di Kota langsa, terutama pada persoalan literasi wakaf bagi 

masyarakat. Dalam konstek lemah pemahaman terhadap wakaf adalah masyarakat 

masih memahami wakaf dalam arti yang sempit dan sakral bahwa wakaf tersebut 

hanya sebagai ajaran agama yang mendapat fahala dari Allah Swt., baik yang 

melaksanakannya, tanpa melihat aspek manfaat yang  lebih luas sebagai media 

sosial untuk membina masyarakat dan menjembatani kehidupan fakir dan miskin 

kepapada kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Disamping itu masih kuat 

pemahaman pada umumnya masyarakat di Kota Langsa, pemahaman yang masih 

stagnan terhadap persoalan wakaf, selama ini wakaf hanya difahami sebagai 

ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting, hanya sebagai aspek 

keabadian benda yang mengesampingkan aspek kemanfatan untuk  agama dan 

masyarakat.1 

Penyebab lain dari terbatas pemahaman masyarakat Kota Langsa terhadap 

wakaf adalah masyarakat yang heterogen, hidup dalam banyak suku dan 

eknis,”Secara demografis masyarakat Kota Langsa terdiri dari banyak suku yang 

memilki budaya yang berbeda-beda, serta latar belakang sosial dan pemahanan 

keagamaan yang pengaruhi oleh latar belakang kehidupan budaya, ini menjadi 

penyebab terhadap terbatasnya pemahaman ajaran Islam secara kaffah”.2  

Keterbatasan memahami wakaf tidak mampu memaknai arti dari ajaran Islam 

secara kaffah, hal ini bahwa praktek perwakafan selama ini mengarah hanya pada 

kepentingan peribadatan saja dan masih minim wakaf dikelola secara produktif. 

Bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menganggap bahwa 

 
1 Hasil Wawancara Dengan Bpk Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor 

Kemewnterian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2023. 
2 Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa 

Lama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Langsa Lama (PPAIW) Langsa Lama), pada tanggal 6 

Juli 2022. 
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wakaf hanya untuk beribadah saja, belum berkembang secara produktif, terbatas 

pada pemanfaatan konsumtif dan sebagai kepentingan agama semata, sementara 

untuk tujuan pemberdayaan masyarakat, tujuan kemajuan pendidikan dan tujuan 

untuk kesejahteraan masyarakat kurang perhatian dari lembaga pengelolaan 

wakaf.3 Untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat Kota Langsa 

tentang wakaf secara konprehensif, dapat dilakukan dengan berbagai strategi 

melalui berbagai sarana yang tersedia dalam masyarakat,4 diantaranya adalah:  

1. Pendidikan  Wakaf. 

Pendidikan wakaf untuk memberikan pengetahuan yang memadai kepada 

masyarakat tentang wakaf, baik dari dasar-dasar yang menjadi dalil untuk 

melaksanakan wakaf, pengertian wakaf dalam arti yang secara komprehensif dan 

mendalam, syarat dan ketentuan wakaf, benda-benda wakaf, prosedur pelaksanaan 

wakaf maupun manfaat dan kegunaan wakaf bagi wakif, dan ini penting 

diketahuai oleh masyarakat, agar termotivasi untuk berwakaf, apalagi bagi 

masyarakat yang memiliki harta melebihi dari kebutuhan hidup keluarga. 

2. Seminar Kewakafan. 

Seminar merupakan wadah ilmiah untuk mendiskusikan seuatu masalah 

secara tuntas oleh para ahli dibidangnya masing-masing. Seminar tentang wakaf 

penting untuk dilaksanakan, untuk membahas eksistensi wakaf dan asepk-aspek 

penting bagi masyarakat, Selama ini di Kota Langsa, Seminar yang membahas 

tentang wakaf jarang sekali dilaksanakan, menyebabkan wadah diskusi tentang 

persoalan wakaf bagi masyarakat terbatas sekali, sehingga kualitas pemahaman 

tentang wakaf rendah, disamping itu akan berkembangannya persoalan-persoalan 

tentang wakaf yang relatif kurang penyelesaiannya bagi masyarakat. Selanjutnya 

tuntutan akan berkembangnya zaman dan permasalah ekonomi umat yang 

semakin memprihatinkan membuat peran wakaf yang semakin penting dalam 

kehidupan masyarakat. Wakaf produktif  dinilai sangat berpotensi untuk 

 
3 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbimgan Masyarakat Islam Kantor 

Kementerian Kota langsa), pada tanggal 14 Juli 2023. 
4 Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), pada tanggal 15 Juli 

2022. 
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membangun ekonomi umat, namun potensi tersebut belum disadari oleh semua 

elemen masayarakat, karena wadah diskusi secara ilmiah sangat terbatas 

pelaksanaannya dalam masyarakat. Untuk itu, seminar wakaf, atau forum-forum 

ilmiah yang serupa perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa, 

hal ini mendorong kualitas pemahaman terhadap wakap lebih baik dan akan 

menerima kontribusi untuk kemajuan serta pembangunan peradaban masyarakat. 

3. Sosialisasi wakaf 

Sosialisasi wakaf bertujuan untuk memberikan informasi-informasi yang 

memadai dan tuntas terntang wakaf, di Kota Langsa sosialisasi untuk zakat, infaq 

dan sadaqah perlu dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga 

pengelolaan wakaf, dan pihak yang berwenang untuk itu, seperti: Kementerian 

Agama Kota Langsa, Baitul Mal Kota Langsa, untuk pemantapan informasi-

informasi wakaf dalam semua elemen masyarakat, disamping itu, juga sangat 

berperan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa untuk berperan yang 

maksimal dalam melaksanakan sosialisai tentang wakaf. Kegiatan sosialisasi ini 

akan menuntaskan sejumlah problem wakaf dalam masyarakat, baik problem 

tentang wakif, nadzir, sertifikat wakaf, administrasi wakaf maupun manfaat dan 

tujuan wakaf. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan berbagai media yang ada, 

seperti media sosial, elektronik, media cetak dan berbagai media lainnya yang 

tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk membahas tentang wakaf.5 

Permasalah lain yang muncul dalam pengelolaan wakaf adalah  

pengembangan wakaf secara produktif, seharusnya lembaga pengelolaan wakaf 

melakukan sosialisasi secara masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian 

dari intrumen pengembangan ekonomi umat yang produktif. Kurang pengetahuan 

masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk mensejahterakan umat 

 
5 Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), Pada Tanggal, 15 Juli 

2022. 
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menjadi problem yang serius, hal ini perlu solusi melalui sosialisai yang maksimal 

dan efektif untuk masyarakat.6 

4. Kesadaran 

Wakaf merupakan amalan baik yang dianjurkan Islam sejak datangnya 

Islam. Masyarakat melaksanakan wakaf sesuai dengan faham keagamaan yang 

dianut, sejalan dengan adat-kebiasaan dan cara-cara yang sering dilakukan 

masyarakat. Pengamatan dalam masyarakat Kota Langsa tekait dengan 

pelaksanaan wakaf masih memiliki sikap kesadaran yang rendah, hal ini karena 

rasa percaya kepada lembaga yang mengelola wakaf masih kurang serta belum 

terlihat sikap jujur yang tinggi, munculnya berbagai masalah seperti, data wakaf, 

sertifikan wakaf, dokumen ikrar wakaf, jumlah harta wakaf, manfaat wakaf dan 

lain-lainnya, hal ini berdampak kepada kesadaran masyarkat Kota Langsa untuk 

mewakafkan harta bendanya kepapada lembaga pengelola wakaf. 7 Untuk itu 

pembinaan kesadaran masyarakat terhadap wakaf di Kola Langsa menjadi 

program yang prioritas dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, 

sehingga problem dan hambatan-hambatan tentang wakaf dapat terselesaikan 

dengan baik. 

B. Pendataan Objek dan Tata Kelola Yang Profesional. 

Objek wakaf merupakan semua benda yang dapat diwakafkan sesuai 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti; tanah, 

kebun, logam mulia, surat berharga, kenderaan, dan lain sebagainya. Wakaf 

merupakan segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya 

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.8  Jumlah 

aset wakaf sangat besar, termasuk di Kota Langsa, data yang dari Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa, sampai saat ini (2021) luas tanah wakaf yang 

telah bersertifikar adalah 32, 96 Ha, dengan jumlah sertifikat sebanyak 233 

sertifikat, yang sudah terdata belum sertifikat 32,72 Ha. (sebanyak 126 sertifikat) 

 
6 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaini (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 Juli 

2022. 
7 Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampong Blang Langsa Kota), 

pada tanggal 6 Juli 2022. 
8 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I Pasal 215, (1) dan (4). 
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dan masih sangat luas areal tanah wakaf yang belum tersertifikat dan belum 

terdata secara baik, akan tetapi potensi ini belum memberi peran yang maksimal 

dalam mensejahteraan masyarakat dan memberdayakan ekonomi umat.9 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah Kampung 

yang ada dalam Wilayah Kecamatan Langsa Lama, terdapat sejumlah harta wakaf 

yang belum terdata dengan pengadministrasian yang baik, hal ini terlihat, ada 

harta wakaf yang tida ada dokumen ikrar wakaf (dasar hukum wakaf masih 

bersifat lisan), belum dijumpai ikrar wakaf yang tersimpan dengan rapi, harta 

wakaf yang tidak dilapor kepada Kantor Urusan Agama kecamatan, harta wakaf 

yang dokumen kewakafannya tidak ada, harta wakaf yang telah dimanfaatkan 

untuk lembaga-lembaga agama, tapi tidak tercatat, dan sejumlah harta wakaf yang 

dikelola dan dikuasai oleh pimpinan-pimpinan balai pengajian, sudah bergantian 

generasi, sehingga objek wakaf di Kota Langsa banyak yang belum memiliki 

status kewakafan secara kongkrit sesuai syariah dan undang-undang wakaf.10  

Untuk pendataan dengan baik dan dapat dikelola secara profesional, objek wakaf 

memerlukan status yang jelas, seperti: 

1. Perlunya pendataan secara kongkrit, baik jumlah harta wakaf, luas 

harta wakaf, alamat harta wakaf, potensi harta wakaf, pengelola harta 

wakaf. 

2. Pengadministrasi kepemilikan harta wakaf yang lengkap, seperti: Akta 

Ikrar Wakaf (AIW), Akta Ikrar Akta Pengganti Ikrar Wakaf 

(AIAPIW), sertifikat, dan dokumen-dokumen kepemilikan lainnya. 

3. Pemetaan status harta wakaf yang jelas, tidak ada yang hilang, tidak 

ada yang terlantar semua memiliki dasar perwakafan dari wakif kepada 

nadzir. 

4. Semua harta wakaf dapat dipergunakan untuk kemamfaatan agama, 

pendidikan, dan kesejahteraan umat. 

 
9 Dokumentasi: Penyelenggara Zakat dan wakaf, Kementeraian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 
10 Hasil Observasi Peneliti Dalam Beberpa Kampung di Kecamatan Langsa Lama, mulai tanggal 7 

sampai 9 Juli 2022. 
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5. Potensi harta wakaf, dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang 

baik, secara efektif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kepentingan masyarakat umum. 

Pendataan objek harta wakaf dimaksud secara lengkap dilakukan sesuai 

dengan ketentuan pengadministrasian di kecamatan-kecamatan dalam wilayah 

Kota Langsa belum didapatkan, hal ini peranan Pejabat pembuat Akta Ikrar wakaf 

(PPAIW) belum berperan secara aktif dan maksimal untuk menata dan mengelola 

serta pengarsipan dokumen-dokumen wakaf, sehingga proses untuk sertifikan dan 

pengelolaan yang efektif oleh lembaga pengelolan wakaf dan nadzir wakaf tidak 

dapat mengembangkan secara maksimal untuk kepentingan agama dan 

mensejahterakan masyarakat, hanya dapat dikelola oleh nadzir secara konfesional 

yang manfaatnya belum dapat dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat. 

Nadzir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau 

tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai daerah 

yang wakafnya telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, 

wakaf dikelola oleh lembaga dan nadzir yang berkualitas dan profesional. Pada 

umumnya wakaf di Kota Langsa dikelola oleh nadzir yang belum profesional, 

belum mampu mengelola wakaf secara efektif, belum mampu memberikan 

pertangung jawaban kepada publik secara transparan. Sementara wakaf 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kepentingan agama dan dapat 

mensejahterakan umat, kadang kala biaya pengelolaan lebih tinggi dibanding 

manfaat dan hasil dari wakaf itu sendiri, maka lembaga pengelola wakaf dan 

nadzir dituntut lebih kreatif dan dapat mengelola wakaf secara produktif agar 

lebih bermanfaat untuk kemajuan masyarakat.11 

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang 

memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang 

melindungi harta wakaf dan kekeliruan-kekeliruan lain sehingga memungkinkan 

wakaf tersebut berpindah tangan, untuk mengatasi hal seperti ini hendaknya calon 

 
11 Hasil Wawancara Dengan Bpak Muhammad Yusuf, (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 
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wakif sebelum berwakaf memperlihatkan terlebih dahulu apa yang diperlukan 

masyarakat dan dalam memilih nadzir perlu mempertimbangkan integritas dan 

kompetensi nadzir terhadap pengelolaan harta wakaf. Nadzir adalah orang yang 

berhak bertindak atas harta wakaf baik untuk pengurusan, memelihara, 

mengembangkan, mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak 

menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu 

tumbuh, berkembangan dan terdata dengan baik.12 

Lembaga pengelola wakaf dan nadzir memegang peranan yang sangat 

penting, karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat 

tergantung pada nadzir wakaf.13 Untuk berfungsinya harta wakaf sebagaimana 

mestinya dan dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nadzir harus 

memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga, memelihara dan jika mungkin 

dikembangkan. Di lihat dari segi tugas seorang nadzir berkewajiban untuk 

mengadministrasikan, menjaga dan mengembangkan sesuai dengan fungsi, tujuan 

dan peruntukan serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi 

orang-orang yang berhak menerimanya dan kepentingan agama. Di samping itu 

nadzir juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf dengan 

komitmen yang tinggi sebagai tugas profesi kenadzirannya. 

C. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Yang Berkualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai elemen kunci dalam pengelolaan 

wakaf yang profesional, sumber daya pengelolaan wakaf akan menentukan 

pengelolaannya dapat menjalankan fungsi utama untuk memberdayakan wakaf 

dalam masyarakat, SDM pengelola wakaf yang paling utama adalah nadzir  

wakaf. Nadzir secara bahasa dari kata nazira, yandzaru, dan  tawalla, yatawalli, 

dengan arti menjaga dan mengurus. Istilah dan pengertian tersebut terdapat 

pembahasan fikih, disamping itu para ahli ada juga yang menyebutkan nadzir 

 
12 Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelengara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian 

Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022. 
13 Mundzir Qahaf,  Manajemen wakaf Produktif, terjemahan H. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: 

Khalifa, 2005), h. 89. 
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dengan istilah mutawalli.14  Peranan nadzir sebagai pihak yang mengelola, 

pengurusi dan menjaga harta, memiliki keududukan yang sanga penting, 

sekalipun para ulama fikih tidak menjadikan nadzir salah satu rukun wakaf, akan 

tetapi ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir. Penunjukan ini agar 

harta tetap terjaga dan terurus dengan baik, dan peran nadzir pada pengelolaan 

wakaf sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. 

Pada saat pengelolaan harta wakaf perlu diperhatikan kembali ketentuan 

yang mengatur tentang sistem dan tatacata pengelolaan harta dimaksud, baik 

syariat tersebut yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, pendapat para ulama 

ataupun dari undang-undang yang mengatur tentang wakaf, karena pengelolaan 

dan pengembangan harta wakaf dilarang melakukan perubahan peruntukan harta 

wakaf kecuali izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.15 Untuk terjaga agar harta 

wakaf mendapat pengelolaan dengan baik, kepada nadzir dapat diberikan imbalan 

yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil 

harta wakaf yang dikelola, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 persen dari hasil bersih harta wakaf yang 

dikelolanya.16 

Pengelolaan harta wakaf yang baik, nadzir yang profesional, artinya 

seseorang yan bekerja dengan serius, disiplin, bertanggungjawab dan 

mengandalkan keahlian serta ketrampilan yang tinggi. Dalam hal ini profesional 

nadzir sebagai pengelola harta wakaf, maka nadzir yang profesional adalah nadzir 

yang siap berkerja keras dengan sikap yang serius, disiplin yang tinggi, komitmen 

terhadap harta wakaf serta memiliki pengetahuan dengan keahlian yang baik dan 

ketrampilan yang tinggi sehingga mampu mengurus harta wakaf yang 

diamanahkan kepadanya. Nadzir tidak dijadikan sebagai profesi sampingan, harus 

memiliki waktu yang cukup untuk mengurus harta wakaf. Sebagai nadzir menjadi 

profesi utama dalam mengurus harta wakaf, nadzir dituntut ketekuan, keuletan, 

 
14 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, c. I, (Jakarta: 

Tatanusa, 2003), h. 97 
15 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 44 ayat 1. 
16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian kelima pasal 12. 
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disiplin, komitmen yang berkaitan dengan profesi nadzir, hal ini perlu dimiliki 

minamal empat karakteristik nadzir, yaitu: (1) adanya keahlian dan ketrampilan 

khusus; (2) adanya komitmen moral yang tinggi; (3) orang yang profesional 

adalah  orang yang hdup dari profesinya; (4) pengabdian kepada masyarakat.17 

Untuk memiliki kemampuan yang baik dan profesional serta kualifikasi nadzir 

sebagaimana tersebut, Kementerian Agama kota Langsa bekerja sama dengan 

Baitul Mal Kota Langsa, melakukan pembinaan nadzir wakaf dalam bentuk 

pelatihan yang menghadirkan para narasumber yang profesional dibidangnya 

dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi nadzir sekaligus untuk 

memupuk semangat kerja dan tangungjawab yang tinggi dalam pekerjaan 

pengelolaan harta wakaf.18 

Sebagai seorang nadzir yang menjadi tugas untuk mengurus, mengelala 

dan menjaga harta wakaf sesuai dengan yang diamanahkan oleh wakif, harus 

dijadikan sebagai profesi utama adalah nadzir artinya pekerjaan priorits adalam 

aktifitas sehari-hari, untuk itu bekerja dengan serius, disiplin, amanah, dan 

mengandalkan kemampuan, keahlian dan ketrampian dengan semangat yang 

tinggi. Nadzir sebagai salah satu pihak yanhg berpengaruh dalam bidang 

pengelolaan dan pengembangan wakaf, harus banyak memberikan cara dan 

metode agar wakaf tersebut tidak terbengkalai  dan dapat dimanfaatkan dengan 

baik, sebagaimana tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 

sesuai tujuan, fungsi, peruntukan, artinya bahwa suatu upaya yang profesional 

baik dalam pengelolaan maupun manajemennya. 

D. Pengelolaan Dengan Manajemen Modern 

Manajemen pengelolaan wakaf dalam Islam prinsip yang berlaku bagi 

semua unsur pengelola, manajmen Islam memberikan injeksi moral kepada para 

pengelola, baik nadzir, lembaga pengelola dan masyarakat. Manajemen modern 

adalah pengelolaan dengan profesional. Profesionalitas berkaitan dengan 

 
17 Anshori,  Hukum dan Praktek perwakafan, ...h. 70-71. 
18 Hasil wawancara Dengan  Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota 

Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022. 
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pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil manfaat yang lebih luas dan 

lebih nyata untuk kepentingan masyarakat.19 Untuk mendapatkan wakaf yang 

bermanfaat, dapat dikembangkan dan produktif, nadzir sebagai pengelola harus 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan yang baik, yaitu: 

1. Tahapan fungsi manajemen yang meliputi aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

2. Manajemen fundraising (penyusunan) strategi dan rencana program 

pengelolaan dan pengembangan wakaf yang produktif. 

3. Manajemen pengembangan, yang digunakan untuk menekan resiko 

tidak berkembang wakaf. 

4. Manajemen pemanfaatan yaitu kebebasan dalam bertindak berdasarkan 

nilai-nilai agama untuk mendapatkan manfaat dari wakaf. 

5. Manajemen pelaporan merupakan kegiatan pelaporan dari berbagai 

program yang dilaksanakan. 

Manajemen wakaf memiliki posisi paling penting dalam dunia 

perwakafan, karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak 

tergantung pada pengelolaannya. Dalam wakaf manajemen diperlukan agar 

kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efesien. Manajemen 

merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengarahkan semua sumber 

daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.20 Untuk itu, pengelolaan 

wakaf di Kota Langsa harus dilalaksanakan dengan manajemen modern, menurut 

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, manajemen modern yang 

yang dimaksudkan adalah dapat diimplementasikan dalam pengelolan wakaf 

unsur-unsur manajemen, agar wakaf dapat bermanfaat secara maksimal untuk 

kepentingan masyarakat umum dan produktif, minimal dapat dijalankan fungsi-

 
19 Wardjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, h. 174. 
20 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produkitif, h. 73. 
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funngsi dasar manajemen dalam pengelolan wakaf.21 Fungsi manajemen dalam 

pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning). 

Perencanaan merupakan bagian yang harus diprogramkan untuk mencapai 

tujuan. Kansep manajemen yang baik dalam setiap kegiatan harus diprogramkan 

agar mendapat hasil yang maksimal, dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 

a. Proses, merupakan dasar yang ditetapkan untuk menetapkan tujuan 

pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, 

menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

b. Fungsi, merupakan memberikan kewenangan kewengan kepada nadzir 

untuk menentukan kegiatan lembaga pengelolaan wakaf. 

c. Pengambilan keputusan, merupakan sikap yang diputuskan untuk 

pengelolaan wakaf, dalam waktu yang panjang. 

 

2. Pengorganisasian (Organizing). 

Islam mendorong umatnya melakukan sesuatu secara terorganisasi dengan 

baik, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, untuk berjalan 

dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, harus dijalanlkan secara 

terorganisir. Dalam manajemen wakaf, pengelola, baik nadzir maupun lembaga, 

perlu memperhatikan sistem dan mekanisme kerja untuk memperjelas tugas dan 

wewenang nadzir, dan unsur-unsur yang terkait lainnya dalam pembagian tugas. 

Pengorganisasian wakaf untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta 

menetapkan prosedur, menetapkan struktur dan kewenangan masing-masing 

sesuai dengan posisi dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf. 

3. Pelaksanaan (Actuating). 

Dalam rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi 

manajemen yang penting, karena lebih menekankan pada kegiatan yang 

 
21 Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada tanggal 

8 Juli 2022. 



94 

 

berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Maka cara efektif 

dalam mengsukseskan suatu kepemimpinan dengan keteladanan dari orang-orang 

dalam struktur organisasi tersebut, keteladangan jauh lebih penting dalam 

melaksanakan pengelolaan wakaf. Kesuksesan pengelolaan wakaf disamping 

dapat dilaksanakan secara baik, bermanfaat untuk masyarakat umum, tepat 

sasaran, dan sesuai dengan aturan pengelolaan, juga sangat penting integritas para 

pengelola yang mencerminkan sikap teladan bagi semua pihak. 

4. Pengawasan (Controling). 

Pengawasan merupakan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, 

apakah sesuai rencana dan berkelanjutan. Fungsi pengawasan sebagai upaya agar 

kegiatan terkendali dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam manajemen wakaf yang dilakukan nadzir 

bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Pengelolaan manajemen wakaf yang baik, tidak bisa terlepas darp peran 

nadzir selaku pihak yang kelola. Nadzir harus mengelola dan mengembangkan 

harta wakaf secara produktif sebagaimana tujuan, fungsi dan peruntukannya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 

melakukan pengawasan perlu dibentuk lembaga pengawas dan pengendalian yang 

bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan harta wakaf. Mekanisme 

pengawasan dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar, sehingga terlaksana dengan 

baik audit internak dan eksternal dalam pengelolaan wakaf. 

Dalam manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, terdapat tiga 

mekanisme tata kelola wakaf, yaitu: 

a. Menghinpun Harta wakaf. 

Mekanisme pengelolaan yang paling utama adalah menghimpun harta 

wakah oleh pengelola sebagai fundraising, yaitu konsep tentang kegiatan 

menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk 

pembiayaan program dan kegiatan lainnya lembaga pengelola wakaf. 
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b. Memproduksikan Harta wakaf. 

Memproduksikan dan mengembangkan harta wakaf merupakan hal yang 

sangat penting agar harta tersebut lebih produktif untuk pengembangan, serta 

menjadi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. 

c. Menyalurkan Harta Wakaf. 

Penyaluran harta wakaf dilakukan untuk masyarakat sesuai dengan 

ketentuan dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. 

Penyaluran harta wakaf dalam bentuk pembendayaan dan produktifitas wakaf. 

 

E. Pengawasan Yang Baik 

Sistem pengelolaan wakaf yang optimal tidak bisa dijalankan tanpa 

kerjasama yang jujur antara pengelola dengan pengawas wakaf dan dengan semua 

unsur yang terkait. Perlu adanya sistem yang memadai untuk mengembangkan, 

melaksanakan dan memantau, memberlakukan alat dan kebijakan pengawasas 

dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal. Dalam prinsip 

manajemen Islam pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang 

bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat 

internal, untuk bersikap amanah, dan adil dalam setiap pekerjaan yang diemban.22  

Pengelolaan dan pengawasan wakaf harus menerapkan pengendalian eksternal 

dan pengelolaan resiko yang kuat untuk menanggapi beberapa unsur atau 

prasyarat yang memiliki dampak langsung pada sistem pengelolaan dan 

pengawasan wakaf yang optimal. 

Dalam pengelolaan wakaf, pengawasan adalah kegiatan yang sangat 

penting dilakukan, bila pengelolaan wakaf pengawasan kurang serius dilakukan, 

akibatnya banyak harta wakaf yang akan terlantar, tidak terdata, bahkan akan ada 

sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai daerah yang sudah berkembang 

perwakafan, pengawasan menjadi unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf 

yang dikembangkan adalah wakaf uang atau wakaf benda bergerak lainnya. 

Pengawas pada lembaga pengelola wakaf perlu diaudit, fungsi pengawasan untuk 

 
22 Rozalinda, Manajemen wakaf Produktif, h. 84. 
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mengetahui distribusi hasil wakaf dari kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh 

nadzir.23 Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang penting untuk dilaksanakan 

yaitu pengawasan masyarakat setempat dan  pengawasan pemerintah yang 

kerkompten. Barangkali yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf 

lemahnya kontrol administrasi dan pengawasan, oleh sebab itu pengawasan kedua 

pihak tersebut memerlukan keseriusan. Di samping pengawasan oleh masyarakat 

setempat, pengawasan pemerintah juga sangat penting. 

Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi 

kemasyarakat sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang 

ketetapannya diambil dari standar yang berlaku di pasar, yang pada intinya 

menurut standar harga atau standar gaji di lembaga ekonomi yang berorientasi 

pada keuntungan dengan tetap menjaga ciri-ciri objektif dan tujuan-tujuannya. 

Dalam konstek pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa, masih lemah sekali 

terhadap pengawas yang dilakukan, baik oleh masyarakat, atau pengawas harta 

wakaf maupun yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini, peneliti menelaah 

berbagai dokumen pada lembaga pengelolaan harta wakaf, tidak dijumpai satu 

dokumenpun tentang hasil audit pengelolaan harta wakaf, malah menurut 

infomasi yang didapatkan dari pengurus lembaga pengelola harta wakaf, menang 

belum pernah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang untuk pengewasan 

harta wakaf di Kota langsa, melainkan pengawas yang dilakukan hanya berupa 

evaluasi para pengelola dalam rapat atau pertemuan tertentu, hal ini menunjukkan 

bahwa pengawasan terhadap pengelolan harta wakaf di Kota Langsa dapat 

dikatakan masih lemah sekali, belum terlaksana sesuai dengan prosedur 

pengawasan keuangan publik.24  

Seharusnya dengan pengawasan ganda yang dilakukan, baik oleh 

masyarakat maupun pemerintah, diharapkan harta wakaf dapat dikembangkan 

dengan baik, dan hak-hak pengelola akan terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar 

 
23 Tuti A. Najib dan Ridwan al-Mkasary, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang 

wakaf Dalam Perspektif  Keadilan Sosial di Indonesia, (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 

2006), h. 34-35. 
24 Hasil wawancara Dengan Tgk, Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang Kota 

Langsa), pada tanggal 6 Juli 2022. 
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dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pada dasarnya dalam pengelolaan harta 

wakaf telah diatur regulasi pengawasan, yang dijelaskan dalam Undamg-Undang 

Nomor 41 tahun  2004 tentang wakaf, dalam pasal 63 (1) Disebutkan bahwa, 

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf 

untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) Pasal yang 

sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud pada 

ayat (1)  dan ayat (2) Dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan 

Majlis Ulama Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 65 disebutkan, bahwa dalam 

pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat melakukan akuntan publik. Kemudian 

masalah pengawas ini lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 

tahun 2006 tentang pelaksana undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Dalam 

pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 disebutkan (1) Pengawasan terhadap 

perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, 

(2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung 

terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas 

berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; 

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

Pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik 

independen; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap 

perwakafan sebagaimana dimaksud ayat (1) diautr dengan peraturan Menteri. 

Dalam pengelolaan wakaf di Kota Langsa perlu pengawasan secara baik 

dan teratur sehingga wakaf mendapat kepercayaan dari masyarakat baik untuk 

membangun kesadaran masyarakat dalam mewakafkan harta yang dimilikinya 

maupun dalam hal hasil wakaf yang dimanfaatkan. Bentuk pengawasan yang 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang dapat diketahui oleh 

publik, hal untuk menunjukkan pengelolaan wakaf dengan manajemen yang 

profesional dan transpran. 
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BAB VI 

P E N U T U P 

Setelah memaparkan uraian penelitian tesis ini, mulai dari pendahuluan, 

landasan teori, temuan-temuan penelitian dan analisis  data yang telah diuraikan 

pada bab demi bab, maka dalam bab terakhir ini yang merupakan bab penutup, 

akan menyampaikan konklusi dari keseluruhan pembahasan serta disampaikan 

rekomendasi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, untuk menjadi tindak 

lanjut kepada lembaga wakaf dan pihak-pihak yang terkait. 

A. Kesimpulan. 

1. Wakaf merupakan salah satu sumber harta kekayaan umat Islam untuk 

kepentingan agama dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf Kota 

Langsa belum sesuai undang-undang, pengelolaan masih dengan 

manajemen tradisional untuk tujuan komsutif, belum berkembangan secara 

produktif dan peningkatan ekonomi umat. Eksistensi lembaga pengelolaan 

wakaf belum berjalan efektif dalam masyarakat, baik dari segi manajemen 

pengelolaannya, profesional sumber daya manusia sebagai pengelola. 

2. Pengelolaan wakaf di Kota Langsa belum berjalan secara maksimal, masih 

terdapat sejumlah problem pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di 

Kota Langsa, baik Badan Baitul Mal,  Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan 

Kementerian Agama Kota Langsa, yaitu masih rendah pemahaman 

masyarakat tentang wakaf, pendataan objek wakaf belum baik, belum 

profesional nadzir wakaf, rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

pengelola wakaf, dikelola ,masih dengan manajemen tradisional  serta 

sistem pengawas wakaf masih lemah. 

3. .Pengelolaan wakaf yang efektif dan produktif pada lembaga pengelolaan 

wakaf di Kota Langsa, diperlukan pemahaman masyarakat terhadap wakaf 

secara baik dan mendalam, semua objek wakaf perlu pendataan dengan 

pemngadministrasian yang dinamis. Pembinaan nadzir wakaf yang 

profesional, Sumber Daya Manusia (SDM) yang yang unggul, pengelolaan 
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dengan penerapan manajemen modern dan didukung dengan pengawasan 

yang baik dalam pengelolaan wakaf. 

 

B. Saran-Saran. 

1. Bagi lembaga pengelolaan wakaf, Baitul Mal, BWI dan Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa serta pihak yang terkait lainnya perlu 

lebih aktif dan produktif dalam pengelolaan wakaf dan dapat menerapkan 

manajeman modern serta memberikan pembinaan nadzir dan pemahaman 

yang memadai kepada masyarakat tentang wakaf, agar wakaf dapat 

berkembang untuk kemajuan umat. 

2. Diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan 

selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan yang menangani 

perwakafan perlu memantau secara baik tentang perkembagan wakaf 

dalam masyarakat, baik kaitan dengan pendataan objek wakaf maupun 

keberadaan nadzir untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bagi nadzir wakaf harus difahami secara benar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hal ini terkait dengan harta yang 

dilindungi oleh hukum, sehingga harta benda wakaf tidak ada yang hilang 

dan atau beralih pada pihak ketiga yang tidak berhak. 

4. Untuk dapat beperan dan kegunaan wakaf sebagaimana yang tekah 

berkembang pada masa Rusullah Saw. dan Sahabat serta beberapa negara 

Islam, maka kegiatan pendidikan wakaf dan sosialisasi untuk masyarakat 

tentang wakaf sangat penting dilaksanakan dalam rangka memberi 

pemahaman yang memadai didukung dengan dalil dan undang-undang 

perwakafan yang berlaku. 
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Wawancara 

Hasil Wawancara dengan Abdullah A. Rahman (Keua BWI Kota Langsa), di 

Langsa, tanggal 5 Juli 2008. 

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021. 

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kepala seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada 

tanggal 14 Juli 2022. 

Hasil wawancara dengan Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa, di 

Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf 

Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022. 

Hasil wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor 

Kementerian Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022. 

Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang 

Langsa Kota), pada tanggal 6 Juli 2022. 

Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini  (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama),  

pada tanggal 6 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani  (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota 

Langsa), Pada Tanggal  14 Juli 2022. 

Hasil Pengamatan peneliti,  Tentang Aktifitas Wakaf  pada Msyarakat Kampung 



Sukarejo  Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15-16, Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota 

Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 

Hasil Pengamatan Peneliti Tentang Aktifitas Perwakafan Masyarakat  Baya Bujok 

Tunong Kecamatan Langsa Baru, pada tanggal 15- 16 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa 

Barat), pada tanggal 15 Juli 2022. 

Hasil wawancara Dengan Bapak  Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota 

Langsa), pada Tanggal 5 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), 

pada Tangal 8 Juli 2022. 

Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, 

pada tanggal 16  7 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bpk Azhar, (Ka. KUA/PPAIW) Kecamatan Langsa 

Timur, pada tanggal 15 Juli 2022. 

Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Blang Kecamatan Langsa Kota, 

Kampung Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kampung 

Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro, pada tanggal 14-15 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), 

pada Tanggal 8 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bpk Zaini (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa 

Lama), tanggal 6 Juli 2022. 

Hasil Observasi Peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Baitul 

Mal. BWI dan Kantor Kementerian Agama), pada tangal 15 – 16 Juli 

2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Islam Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor 

kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bpk Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kantor Kemewnterian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 

2023. 

Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Langsa Lama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Langsa 

Lama (PPAIW) Langsa Lama), pada tanggal 6 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbimgan Masyarakat 

Islam Kantor Kementerian Kota langsa), pada tanggal 14 Juli 2023. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), pada 

tanggal 15 Juli 2022. 



Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), Pada 

Tanggal, 15 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaini (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), 

tanggal 6 Juli 2022. 

Dokumentasi: Penyelenggara Zakat dan wakaf, Kementeraian Agama Kota 

Langsa, tahun 2021. 

Hasil Observasi Peneliti Dalam Beberpa Kampung di Kecamatan Langsa Lama, 

mulai tanggal 7 sampai 9 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bpak Muhammad Yusuf, (Kasi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 

2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelengara Zakat dan Wakaf Kantor 

Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022. 

Hasil wawancara Dengan  Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

Kemenag Kota Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022. 

Hasil wawancara Dengan Tgk, Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang 

Kota Langsa), pada tanggal 6 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota 

Langsa), pada tanggal 8 Juli 2022. 

Hasil Observasi Peneliti,....pada tanggal 15 – 16 Juli 2022. 

Hasil Wawancara Dengan pengurus Baitul Mal Kota Langsa, Pengurus BWI Kota 

Langsa, dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf kantor Kementerian Kota 

Langsa, pada tanggal, 4 – 7 Juli 2022. 

Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampong 

Blang Langsa Kota), pada tanggal 6 Juli 2022. 
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Baru, 30 Juni 1973. Pendidikan Sekolah Dasar 

pada SDN di Tualang Cut Manyak  Payed 

Aceh Tamiang, Lulus pada Tahun 1986, 

melanjutkan ke tingkat menengah pertama 

pada SMPN di Tualang Cut, Lulus pda Tahun 

1989, melanjutkan ke tingkat atas pada MAN 

Sungai Lung, di Kota Langsa Lulus pada 
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